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1.1

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya,
termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi air dan
ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang
amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana yang dicita-citakan.

Untuk mencapai cita-cita Negara tersebut diatas, maka dibidang agraria
perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan dan
persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup
rakyat dan Negara. Rencana umum (national planning) yang meliputi seluruh
wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus
(Regional Planning) dari tiap-tiap daerah. Dengan adanya planning itu maka
penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur sehingga dapat
membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tanah sebagai sumber utama bagi
kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa
sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri. Berdasarkan

jalan pemikiran tersebut dan agar tanah digunakan sebesar-besar kemakmuran




dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA). mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat.

Secara konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menetapkan
bahwa “bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan dasar ini, dapat diketahui bahwa
kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi
bumi, air dan niang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Untuk melaksanakan hal tersebut, di bidang pertanahan telah dikeluarkan
UUPA. Dari p=njelasan umum UUPA dapat diketahui bahwa Undang-Undang
ini merupakan unifikasi di bidang Hukum Pertanahan.

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah,
UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran
tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA. Pasal
tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di
Indonesia, yaitu:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
a.  Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.




b.  Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
¢. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan
Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agraria.

(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangutan
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (2) diatas, dengan
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut merupakan ketentuan
yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah
di seluruh Indonesia, yang sekaligus juga merupakan dasar hukum bagi
pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak
atas tanah yang berlaku scbagai alat pembuktian yang kuat. Sebagaimana
dibahasakan dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA: tentang hak milik Demikian
halnya dengan setiap peralihan dan hapusnya pembebanan hak-hak lain harus
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19,dan
Pasal 32 ayat (1) UUPA, tentang “Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat
pemberiannya, bahwa setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal tersebut diatas.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai




penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Penyelenggaran
pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang
diselenggarakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka

memberikan status hak atas tanah di Indonesia.

Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 adalah:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada  pihak-pihak  yang ,
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat _
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
yang sudah terdaftar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Maluku adalah salah satu provinsi yang sebelum terjadi kerusuhan, adalah
daerah yang penerapan sistem pendaftaran tanah dirasakan telah berhasil, _
dimana hampir tidak pernah terdengar terjadi sengketa dibidang pertanahan.
Hal ini dapat dilihat pada setiap pemilik tanah baik masyarakat kota maupun
desa telah mempunyai surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat).
Namun Pasca Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi
Maluku, kenyataannya berbanding terbalik. Tanah atau lahan yang sudah
bersertifikat menimbulkan masalah tersendiri, klaim hak milik atas sebidang

tanah atau lahan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki surat tanda
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bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat) Kerap terjadi, dan tidak jarang
menyulut konflik horisontal.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian penulis nantinya
ialah sebagai berkut : |
1. Faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Sertifikat Ganda Atas Tanah
Pasca Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon?
2. Sejauhmana Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak Mengenai
Sertifikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusuhan Di Kecamatan Sirimau Kota
Ambon ?
1.3 Tujuan dan Kegunan Penelitian
1.3.1. Tujuan penelitian
1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya sertifikat ganda atas tanah
pasca kerusuhan di Kota Ambon.
2) Untuk mengetahui sejauh mana upaya penyelesaian sengketa antara
para pihak mengenai sertifikat ganda atas tanah pasca kerusuhan di
Kota Ambon.
1.3.2. Kegunaan Penelitian
1) Dapat dijadikan acuan atau referensi awal bagi peneliti selanjutnya

terutama masalah yang berkaitan dengan sertifikat ganda atas tanah.




2) Diharapkan menjadi bahan masukan kepada Badan Pertanahan
Nasional Kota Ambon sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai
lembaga yang bertugas di bidang pertanahan.

1.4 Metode Penelitian
a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada keseluruhan Desa dan Kelurahan yang berada

dalam Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, hal ini didasarkan

atas pertimbangan bahwa wilayah pada Kecamatan Sirimau ini adalah
daerah dimana sering terdengar kasus sengketa tanah dan sertifikat ganda
atas tanah.

b. Jenis dan Sumber Data

Sumber atau jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

dua jenis data yaitu :

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-
pihak yang terkait di lapangan penelitian, dengan mengadakan
wawancara secara langsung kepada Aparat Pemda Kota Ambon,
Aparat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, Hakim
Pengadilan Negeri, Aparat kecamatan dan kelurahan sirimau, dengan
cara menggunakan daflar pertanyaan.

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan,

dalam hal ini menelaah buku-buku atau literatur, dan perundang-
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C.

undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas
dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan

tekhnik pengumpulan data sebagai berikut :

1). Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung
dilapangan, terhadap penduduk yang menjadi korban penerbitan
sertifikat ganda atas tanah.

2). Wawancara, yaitu penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu :

1. Aparat Pemda Kota Ambon : 3 orang
2. Aparat Kantor Badan Pertanahan Nasional : 3 orang
3. Hakim Pengadilan Negeri : 2 orang
4. Aparat kecamatan/kelurahan : 4 orang
5. Tokoh Masyarakat : 4 orang
Jumlah Narasumber : 16 orang

3). Penyebaran angket yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan
sebelumnya dan akan diedarkan kepada masyarakat yang menjadi
korban sengketa penerbitan sertifikat ganda atas tanah sebanyak 75

orang.




d. Analisis Data
Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dan selanjutnya diuraikan
secara deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang
dapat dipahami secara jelas dan terarah berkaitan dengan sengketa sertifikat
ganda atas tanah Pasca kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon
Provinsi Maluku.

Analisis kualitatif menggunakan rumus :

F
P = x 100 %
N

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Frekuensi




BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan
atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-
orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek
permasalahan. menurut Winardi (2007: 16) bahwa :

Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau

kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang

sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum
antara satu dengan yang lain.

Menurut Ali Achmad (2003: 14) bahwa :

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal

dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang

dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah
prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu
akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu di
antara keduanya. Kemudian sebagaimana devenisi sengketa di atas terdapat
beberapa bentuk sengketa yang sering dijumpai yakni :

1. Sengketa di bidang Ekonomi

2. Sengketa di bidang Pajak

3. Sengketa di bidang Internasional

S BT R T e
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4. Sengketa di bidang Pertanahan

Sebagaimana bentuk-bentuk sengketa yang dipaparkan di atas maka yang
menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah sengketa di bidang pertanahan.
Menurut Irawan Surojo (2006:12) yakni :

Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih

yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek

hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya.

Senada dengan hal tersebut di atas, Edi Prajoto (2006:21) mengatakan

bahwa :

Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih

yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara

satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum
tertentu bagi para pihak.

Dari devinisi di atas dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah
merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang
sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam bidang pertanahan dikenal sengketa sertifikat ganda di mana pada
satu objek tanah diterbitkan dua sertifikat, hal ini dapat mengakibatkan akibat
hukum. Sengketa sertifikat ganda adalah bentuk kesalahan administratif oleh
pihak Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) dalam hal melakukan
pendataan/pendaftaran tanah pada satu objek tanah yang mengakibatkan

terjadinya penerbitan sertifikat tanah yang bertindih sebagian atau keseluruhan

tanah milik orang lain.
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Adapun beberapa faktor penyebab sehingga terjadinya sengketa sertifikat

ganda atas tanah menurut Edi Pranjoto (2006: 32) yaitu :

1,

A L

o

8
8.
o
10.
11

Persediaan tanah relatif terbatas sementara pertumbuhan penduduk
meningkat

Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan
pemanfaatan tanah

Tanah terlantar

Pluralisme hukum tanah dimasa kolonial

Persepsi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap penguasaan dan
pemilikan tanah

Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah
Reformasi

Kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas
tanah

Sistem peradilan

Lemahnya sisitem administrasi pertanahan

Tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintah

2.2 Pengertian Sertifikat Ganda Atas Tanah

Sertifikat ganda atas tanah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPN

yang akibat adanya kesalahan pendataan pada saat melakukan pengukuran dan

pemetaan pada tanah, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada

pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagaian tanah milik orang lain.

Apabila dintinjau dari pengertian sertifikat itu sendiri, maka sertifikat

adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam

rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan

perundang-undangan. Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang

atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu.
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Pada kenyataannya bahwa seseorang atau suatu badan hukum menguasai
secara fisik dan menggunakan tanah yang bersangkutan tidak serta merta
langsung membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas tanah yang dimaksud.
Adanya surat-surat jual beli, belum tentu membuktikan bahwa yang membeli
benar-benar mempunyai hak atas tanah yang di belinya. Apalagi tidak ada bukti
otentik bahwa yang menjual memang berhak atas tanah yang dijualnya. Dalam
konteks inilah terjadi pendudukan tanah secara tidak sah melalui alat bukti
berupa dokumen (sertifikat) yang belum dapat dijamin kepastian hukumnya.

Maksud gambaran diatas adalah suatu peristiwa penerbitan sertifikat
ganda atas tanah, yang mengakibatkan adanya pemilikan bidang tanah atau
pendudukan hak yang saling bertindihan satu dengan yang lain. Sejalan dengan
itu Parlindungan (1997:113) menyatakan :

Sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan (dokumen) dobel

yang diterbitkan oleh badan hukum yang mengakibatkan adanya

pendudukan hak yang saling bertindihan antara satu bagian atas sebagian
yang lain.

Dari pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sertifikat ganda adalah
surat keterangan kepemilikan yang diperoleh, baik secara sah ataupun tidak sah
yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan suatu akibat hukum (sengketa) bagi
subjek hak maupun objek hak. Hal ini senada dengan Kartasaputra (2005:1 20)
bahwa :

Sertifikat double/ganda adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas
tanah yang diterbitkan oleh lembaga hukum (BPN) yang terbit diatas satu
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objek hak yang bertindih antara satu objek tanah sebagian atau
keseluruhan, yang dapat terjadi suatu akibat hukum.

Hal serupa sebagaimana disebutkan Soegiarto (2000:115) mengatakan bahwa
Sertifikat dobel/ganda adalah sertifikat yang diterbitkan lebih dari satu
pada satu bidang tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga mengakibatkan
ada kepemilikan bidang tanah hak yang saling bertindih, seluruhnya atau
sebagian.

Sebagimana pengertian yang terkandung dalam sertifikat ganda
Sebagimana yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional akibat dari
kesalahan administrasi maka hal serupa disampikan oleh Edi Pranjoto (2006:
24). yang menyatakan bahwa * Kantor pertanahan menerbitkan dua sertifikat

untuk satu objek tanah yang diberikan kepada dua subjek hukum yang sama-

sama mengakui sebagai pemiliknya™.

Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah

Dalam hal bentuk pemisahan dan perbedaan dari sistem pendaftaran tanah
sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
maka secara jelas dapat digambarkan pemisahannya antara pendaftaran tanah
secara sistematik dan sporadik dapat di uraikan sebagai berikut :
Untuk mengetahui prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah maka dibawah
ini ada beberapa cara yang biasa ditempuh oleh pemohon untuk memperoleh

sertifikat tanah :




Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

..

.
.
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Pendaftaran tanah dilakukan dengan cara pemohon sertifikat
mendatangi kantor pertanahan dan mengajukan permohonan
seraya menyerahkan berkas permohonan serta persyaratan
kelengkapan seperlunya termasuk surat kuasa dari pemilik (jika
pemohon mengurus tanah orang lain) dan membayar sejumlah
biaya yang telah ada daftar tarifnya sesuai luas tanah pemohon
proses pembayaran berlangsung diloket khusus gedung kantor
pertanahan.

Pemohon menunjukan batas-batas bidang tanah yang di klaim
sebagai hak milik dilapangan kepada petugas kantor pertanahan,
setelah pemohon menerima surat atau pemberitahuan
permintaan untuk itu dari kepala kantor pertanahan

Pemohon mengisi dan menandatangani berita acara mengenai
data fisik dan data yuridis hasil pengukuran dan pemeriksaan
petugas kantor pertanahan dihadapan petugas kantor pertanahan
Pemohon menunggu terbitnya sertifikat hak milik tanah
sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak
berakhirnya langkah ketiga diatas. Waktu penantian 60 hari
tersebut  diperlukan  oleh  kantor  pertanahan  guna
mempublikasikan/ ngumumkan data fisik dan data yuridis

bidang tanah pemohon pada papan pengumuman di kantor
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pertanahan dan kantor desa/kelurahan atau atas biaya dapat
diumumkan melalui iklan atau surat kabar daerah

Kelima : Pemohon menerima sertifikat hak milik atas tanah dikantor

pertanahan dari pejabat yang berwenang, setelah pemohon
sebelumnya menerima surat panggilan atau pemberitahuan
dalam bertuk lain dari kantor pertanahan untuk itu.

Tahapan cara-cara sebagaimana yang di kemukakan sebelumnya adalah
tata cara pendafiaran tanah untuk pertama kali secara Sporadik dan Sistematik.
yang membedakan antara pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran
tanah secara sporadik adalah:

1. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah : yaitu kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi
semua objek pendafiaran tanah yang belum didaftardalam wilayah atau
bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

2. Sementara pendaftaran tanah sccara sporadik yakni, kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara
individual atau massal.

Pada dasarnnya bentuk pendaftaran tanah yang dianut adalah sama akan
tetapi yang membedalan antara penerapan/metode pendaftaran tanah saja yang

berbeda sesuai dengan program kerja yang disusun oleh pihak BPN selaku
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lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai bidang tugas dibidang

pertanahan.

2.4 Prosedur Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

Dalam proses penyelesaian sengketa hak atas tanah, ada beberapa tahapan
yang harus menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan kasus-kasus dibidang
pertanahan. Sebelum sampai pada tingkatan penyelesaian kasus sengketa
pertanahan terlebih dahulu harus dianalisis sebab-sebab terjadinya kasus
sengketa pertanahan, schingga dalam menyelesaikan kasus tersebut dapat
dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter kasus yang dihadapi,
adapun sebab-sebab terjdinya sengketa pertanhan yakni:

l. Sengketa pertanahan biasanya diketahui oleh Badan Pertanahan
Nasional dengan adanya Pengaduan.

2. Adanya pengaduan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah,
untuk mengenali masalah tersebut menjadi kewenangan Badan
Pertanahan Nasional atau kewenangan instansi lainnya

3. Meneliti permasalahan yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan
Nasional, untuk membuktikan kebenaran pengaduan, serta
menentukan apakah pengaduan yang bersangkutan beralasan untuk

diproses lebih lanjut.
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4. Jika hasil penelitian perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan data
fisik dan administrasi serta yuridis, maka kepala kantor pertanahan
dapat mengambil langkah-langkah pengamanan berupa pencegahan
mutasi (Status quo).

5. Jika permasalahan bersifat strategis, maka diperlukan pembentukan
tim terpadu dari beberapa unit kerja, jika bersifat politis, sosial,
ekonomis, maka tim melibatkan lembaga lain, seperti Dawan
Perwakilan Rakyat (DPR). Departemen dalam Negeri (DEPDAGRI),
Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Instansi terkait lainnya.

6. Tim akan menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi bahan
rekomendasi penyelesaian.

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non
departemen yang mempunyai bidang tugas dibidang pertanahan dengan
unit kerjanya, yaitu kantor wilayah BPN ditiap-tiap Provinsi dan di daerah
Kabupaten/Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. lembaga tersebut dibentuk
berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun
1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan
mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA
maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan

penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah,
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pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan

masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Adapun beberapa fungsi dari BPN selaku lembaga yang bekerja

dibidang pertanahan, maka disini dapat kita lihat fungsi dan peran dari

lembaga tersebut yakni :

I

Merumuskan kebijakan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan
tanah.

Merumuskan kebijakan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah
dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial
sebagaimana diatur dalam UUPA.

Melaksanakan pengurusan hah-hak atas tanah dalam rangka
memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan.

Melaksanakan penclitian dan pengembangan dibidang pertanahan
serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan dibidang
administrasi pertanahan.

Menelaah dan mengolah data untuk menyelesaikan perkara di bidang
pertanahan.

Menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban,
memori/kontrak memori banding, memori/kontrak memori kasasi,

memori/kontrak memori peninjauan kembali atas perkara yang
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diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum
yang merugikan Negara.

7. Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan.

8. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian
sengketa hak atas tanah.

9. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas
tanah kerena cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan
peradilan.

10. Melaksanakan dokumentasi.

Demi memperlancar kerja BPN dalam proses pendaftaran hak atas
tanah maka terdapat pula pejabat pembuat akta tanah sebagaimana yang
telah diamanatkan oleh peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yang
pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu dengan membuat alat bukti
mengenai telah telah terjadinya perbuatan hukum menyangkut sebidang
tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftar perubahan
data yuridis yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, dengan
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka korelasi
lembaga jabatan pejabat pembuat akta tanah dengan pelaksanaan
administrasi pertanahan semakin jelas. hal ini terlihat adanya kewajiban

bagi PPAT untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
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tanggal penandatanganan akta tentang adanya peralihan atau pembebanan
hak atas tanah mendaftarkan akta tersebut pada kantor pertanahan
setempat. dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, pejabat pembuat akta tanah diartikan sebagai pejabat umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu serta
melakukan tindakan membantu kepala kantor pertanahan dalam
melasanakan tukas pendaftaran tanah dengan membuat akta mengenai
perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan
rumah susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data
yuridis.

Pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah merupakan
salah satu bentuk penyelesaian sengketa hak atas tanah yang disebabkan
surat keputusan pemberian hak dan atau sertifikat hak atas tanah yang
merupakan “Beschiking” atau keputusan pejabat tata usaha negara yang
diterbitkan oleh Kepala BPN atau Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota mengandung cacat dan merugikan salah satu pihak
tertentu.

Pembatalan hak atas tanah sebagaimana di maksud yakni, suatu
bentuk penyelesaian sengketa lewat putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara (disingkat PTUN), yaitu majelis hakim mengeluarkan surat

putusan kepada kepala BPN setempat untuk mencabut sertifikat hak atas
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tanah. daiam proses penyelesaian sengketa sebagaimana pada tingkatan
PTUN maka dalam sengketa itu para pihak harus membuktikan bahwa
ada keterkaitan pihak pejabat atau lembaga tata usaha negara atau pejabat
badan pertanahan yang mengeluarkan suatu surat bukti otentik, yang
membuktikan bahwa lembaga tata usaha tersebut dapat dituntut.

Dalam proses pembatan pemberian hak atas tanah terdapat
antinomi norma hukum antara BPN dan PTUN, sehingga terkadang
proses pembatalan hak atas tanah oleh kedua lembaga ini dirasakan saling
bertindih antara keputusan BPN yang dalam Pasal 1 Permeneg Agraria/
Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang tata cara penangan sengketa
pertanahan, yang salah satu proses penyelesaiannya itu melalui
pembatalan pemberian hak atas tanah. kemudian dengan kewenangan
PTUN yang merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara.
yang berlandaskan pada Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KPTUN).

Adanya pertentangan atau konflik norma hukum dalam
pembatalan pemberian hak atas tanah tersebut di atas, terlihat semakin
tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di bidang
pertanahan. di satu sisi sengketa pertanahan dapat di selesaikan oleh
PTUN, namun di sisi lain sengketa hukum di bidang pertanahan dapat
diselesaikan oleh BPN. Dilihat dari prosedurnya, penyelesaian sengketa

pertanahan oleh badan pertanahan nampaknya lebih praktis di banding
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penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Dibalik itu secara
objektif dapat dipahami mengingat badan pertanahan merupakan satu-
satunya badan yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
dengan demikian ia lebih memahami bagaimana tata cara menerbitkan
sertifikat dan bagaimana memahami sertifikat yang cacat hukum
administratif, meskipun akhir penyelesaian masih dapat diajukan gugatan
melalui pengadilan.

Dalam proses pembatalan hak atas tanah sebagai bagian dari
bentuk penyelesaian sengketa pada pengadilan sebagaimana kasus
sengketa yang sering di tangani pada PTUN, biasanya apabila pada kasus
sengketa sertifikat ganda yang sudah sampai pada penentuan putusan
mengenai status hukum tetap, maka majelis hakim dengan berdasarkan
putusan yang telah inkra akan memerintahkan pembatalan hak atas tanah
melalui kepala badan pertanahan setempat, adapun dua macam
pembatalan hak atas tanah sebagimana yang biasanya diterapkan oleh
mejelis hakim pada PTUN ialah :

1. Dilakukan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan, pada
prinsipnya merupakan bentuk dari eksekusi administrasi berkenaan
dengan status subyek dan obyek tanah sengketa, sedangkan eksekusi

fisik dilakukan oleh aparat pada pengadilan negeri.
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2. Dilakukan kerena terdapat cacat administrasi dalam proses
penerbitannya, misalnya terdapat kesalahan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan, kesalahan subyek hak, kesalahan
obyek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, tumpang
tindih hak, kesalahan data fisik dan data yuridis, dan kesalahan
administrasi lainnya.

Dalam praktek pembatalan hak atas tanah sebagaimana di
terapkan oleh BPN sebagai salah satu tugas dan kewenangannya hanya
dapat dilakukan apabila pembatalan hak atas tanah tersebut dengan alasan
cacat hukum administrasi. Tetapi, hal tersebut tidak secara langsung dapat
mengakhiri suatu persengketaan, oleh karena putusan BPN dalam
penyelesaian sengketa pertanahan masih dapat diajukan gugatan melalui
PTUN oleh warga masyarakat yang tidak puas dengan putusan tersebut

dan sengketa ini kemudian disebut sengketa administrasi.




BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
3.1.1 Keadaan Geografis
Sesuai SK Gubemur Provinsi Maluku Nomor 288 Tahun 2002, maka

secara administratif Provinsi Maluku terbagi atas S (lima) Kabupaten/Kota, 42
Kecamatan dan 875 Desa/Kelurahan, kemudian dimekarkan lagi dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB), dan Kabupaten Aru.
Sehingga secara administratif Provinsi Maluku terbagi atas 8 Kabupaten/Kota, 57
Kecamatan, 843 Desa dan 30 Kelurahan. yakni :

Kabupaten Maluku Tenggara

Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Maluku Tengah

Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Bagian Barat

Kabupaten Buru

S e

Kabupaten Kepulauan Aru
Kemudian apabila dilihat jumlah Kecamatan yang berada dalam Kota

Ambon Provinsi Maluku yakni :
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1. Kecamatan Sirimau

2. Kecamatan Nusaniwe

3. Kecamatan Teluk Ambon Baguala

4. Kecamatan Leihitu

5. Kecamatan Salahutu

Luas wilayah Provinsi Maluku secara keseluruhan adalah 581.376 kmy,
terdiri dari luas lautan 527.191 kny’ dan luas daratan 54.185 km?. dengan kata lain
sekitar 90 persen wilayah Provinsi Maluku adalah lautan. menurut letak astronomis,
maka wilayah Provinsi Maluku terletak antara 2 ° 30 -9 © lintang selatan dan 124 © -
136 ¢ bujur timur.

Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 559 pulau
dan dari sejumlah pulau tersebut, terdapat beberapa pulau yang tergolong pulau
besar.

Daratan propinsi maluku tidak terlepas dari gugusan gunung dan danau
yang terdapat hamper di seluruh kabupaten dan kota, yang berjumlah 4 (empat)
gunung dan 11 (sebelas) danau. Adapun gunung yang tertinggi adalah gunung
binaya dengan ketinggian 3.055 M, terletak di pulau seram, kabupaten maluku
tengah.

1.Letak dan Batas Wilayah
Bila diteliti peta Kecamatan Sirimau, jelas terlihat wilayah Kecamatan

Sirimau berada pada sebagian kecil wilayah pulau Ambon, di mana pada bagian
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Utara berbatasan dengan Teluk Ambon Baguala, sebelah Selatan berbatasan
dengan Laut Banda (Kabupaten Maluku Tengah) sebelah Timur berbatasan
dengan Kelurahan Silale (Kecamatan Nusaniwe) dan sebelah Barat berbatasan
dengan Desa Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Tabel 1
Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Sirimau
Kota Ambon Provinsi Maluku
Kecamatan Batas Wilayah
SIRIMAU Sebelah Utara » Teluk Ambon Baguala
Wilayah Kota Ambon
Sebelah Selatan » Laut Banda
Sebelah Timur » Kelurahan Urimessing dan
Kelurahan Silale Wilayah
Kecamatan Nusaniwe
Sebelah Barat » Desa Halong Wilayah
Kecamatan Teluk Ambon
Baguala
Sumber Data : Kantor Badan Statatistik Provinsi Maluku 2007

Tampak dari tabel batas wilayah Kecamatan Sirimau sebagaimana yang
tampak pada tabel diatas , bahwa wilayah Sebelah Utara Kecamatan Sirimau
berbatasan langsung dengan Kota Ambon atau yang biasa dikenal dengan Teluk
Ambon Baguala, kemudian pada Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
kemudian Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Urimessing dan
Kelurahan Silale yakni masuk dalam wilayah Kecamatan Nusaniwe, dan Sebelah

Barat berbatasan dengan Desa Halong yakni masuk dalam wilayah Kecamatan

|
|
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Teluk Ambon Baguala. Dari gambaran batas wilayah diatas, maka dapat di
simpulkan bahwa wilayah Kecamatan Sirimau adalah daerah yang paling dekat
dengan Ibu Kota Provinsi Maluku.
2. Luas dan Jarak
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, dan sesuai dengan
hasil survei tata guna tanah Tahun 1980, luas wilayah Kecamatan yang ada pada

Kota Ambon Provinsi Maluku tercatat 112,31 knv, seperti terlihat pada tabel.

Tabel. 2
Luas Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku
Dirinci per Desa/Kelurahan

No Nama desa/kelurahan Luas (km?)
1. | Naku 5,00
2. | Kilang 5,00
3. | Hukurila 7,50
4. | Ema 3,00
5. | Hatalai 5,00
6. | Soya 59,65
7. | Kel. Waihoka 0,75
8. | Kel. Karang panjang 043
9. | Kel. Batu meja 0.85
10. | Kel. Batu gajah 0,45
11. | Kel. Ahusen 0,24
12. | Kel. Honipopu 0,34
13. | Kel. Uritetu 035
14. | Kel. Rijali 0,28
15. | Kel. Amantelu 1,15
16. | Batu merah 16,67
17. | Kel. Pandan kasturi 4,00
18. | Hative kecil 1,53
19. | Galala 0,12

Kecamatan Sirimau 11231

Sumber Data : Kantor Badan Statistik Provinsi Maluku 2007
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Tabel 3
Jarak Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Dalam
Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku

Kecamatan Desa/Kelurahan Jarak (Km)
Sirimau Naku 13,00
Kilang 14,50
Hukurila 16,00
Ema 15,00
Hatalai 11,65
Soya 5,00
Kel. Waihoka 2,00
Kel. Karang panjang 1,20
Kel. Batu meja 2,50
Kel. Batu gajah 2,80
Kel. Ahusen 2,80
Kel. Honipopu 2,70
Kel. Uritetu 2,50
Kel. Rijali 1,20
Kel. Amantelu 0,00
Batu meah 1,50
Kel. Pardan kasturi 5,00
Hative kecil 8,00
Galala 6,00

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Ambon 2007
Sementara jarak dari Ibu Kota Kecamatan Dengan Desa/Kelurahan, maka jarak
yang terjauh adalah Desa Hukurila 16,00 Km dan yang terdekat adalah

Kelurahan Rijali dan Kelurahan Karang Panjang, sejauh 1,2 Km.
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3.1.2 Keadaan Demografi
Menurut registrasi triwulan IV desember 2007 jumlah penduduk
Kota Ambon Provinsi Maluku terbagi atas penduduk laki-laki dan
perempuan yang dapat dilihat jumlahnya pada tabel berikut :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Provinsi Maluku Berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio Jenis
No | Tahun Laki-laki | Perempuan Kelamin
L 2002 206,287 199,880 103,1
2. 2003 212,544 206,086 103,1
3. 2004 217,720 211,537 103,1
4, 2005 228,137 216,775 103,1
5. 2006 232,247 223,323 104,1
Jumlah 1096,935 1057,601

Sumber Data : Kantor Badan Statistik Kota Ambon 2007
Catatan  : Hasil Sensus Penduduk Kota Ambon Provinsi Maluku 2007
Dari data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki
lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dari tahun 2002 penduduk
laki-laki 206,287 jiwa, sedangkan perempuan hanya 199,880 jiwa sampai
pada tahun 2006 penduduk laki-laki lebih banyak yaitu 232,247 atau 50,98
persen dari perempuan yaitu 223,323 atau 49,03 persen. Berarti rasio jenis

kelamin atau sex ratio penduduk Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah
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sebesar 104 artinya setiap seratus penduduk perempuan terdapat 104
penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun
ketahun yaitu : 2002 sampai tahun 2006 terlihat dalam tabel berikut

Tabel 5
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan
Penduduk Kecamatan Sirimau Tahun 2002-2006

No | Tahun Penduduk/jiwa | Laju Pertumbuhan (%) Ket
L 2002 406,167 6,57 -
2. 2003 418,630 7,49 -
3 2004 429,257 8,60 -
4. 2005 444912 875 -
5. 2006 455,570 9,37 -
Jumlzh 2154,536 40,78 % -

Sumber Data : Kantor Badan Statistik Kota Ambon 2007

Dari data tersebut di atas maka jelas bahwa setiap tahun jumlah
penduduk Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku menunjukan
peningkatan, dari hasil sensus penduduk tahun 2006 jumlah penduduk
Kota Ambon Provinsi Maluku sebanyak 455,570 jiwa dibandingkan pada
tahun 2002 hanya 406,167 jiwa.

Berdasarkan data tersebut laju pertumbuhan penduduk Kota Ambon

pada tahun 2002 yaitu 6,57 persen lebih rendah daripada laju pertumbuhan
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penduduk dalam dasawarsa 2005-2006 sebesar 8,75 persen sampai 9,37
persen.

Perincian jumlah penduduk perkecamatan, berdasarkan hasil
registrasi penduduk pada tahun 2002, Kecamatan Sirimau menduduki
peringkat pertama dalam jumlah penduduk 34,316 jiwa (7,03%),
sedangkan Kecamatan Nusaniwe 19,820 jiwa, (4,06%) kemudian
Kecamatan Salahutu 18,153 jiwa (3,72%) dan Kecamatan Leihitu 17, 135
jiwa (2,53%) dari keseluruhan penduduk, kepadatan penduduk adalah :

499,247
=29 jiwa / km*
16.499

Keadaan Perekonomian

Sesuai dengan sifat daerah perkotaan, yang merupakan pusat roda
perekonomian bagi daerah sekitarnya sehingga membawa dampak
terhadap mata pencaharian penduduk. Ciri pokok perekonomian daerah
perkotaan adalah bergerak dalam bidang pertanian, industri, perdagangan,
hal ini ditunjukan dari banyaknya penduduk yang memasuki lapangan-
lapangan perdagangan sebagai pedagang 16.14 jiwa dan pengusaha 3.474
Jjiwa, pertanian 27.972 jiwa.

Berdasarkan perkembangan dan arah struktur perekonomian Kota
Ambon, usaha pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku telah berupaya

secara kesinambungan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan
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melalui pembangunan disegala sektor dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat maiuku sesuai dengan kemampuan kondisi

daerah.

Berdasarkan laporan monografi dinamis Kota Ambon Provinsi

Maluku triwulan 1V Desember 2004 kegiatan penduduk Kecamatan

Sirimau ditinjau dari mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Sirimau

Kota Ambon Provinsi Maluku

No Pekerjaan Jumlah | Persentase (%) | Ket
1. [ Nelayan 115.026 75,14 -
2. | Buruh Tani % - &
3. | Petani 1.502 0,89 -
4. | Pengusaha 205 0,13 -
5. | Buruh Industri - - -
6. | Buruh Bangunan 469 0,31 -
7. | Pedagang 11.514 7,52 .
8. | Pengangkutan / Jasa 3.474 2,27 -
9. | Pegawai Negeri Sipil, Sipil ABRI | 14.407 9,41 -
10 | Pensiunan 6.489 4,24 -
Jumlah 153.086 100,00 -

Sumber Data : Kantor Statistik Kota Ambon 2007

Dari tabel diatas jelas tergambar bahwa penduduk yang bekerja

pada bidang kelautan/petani berjumlah 115.026 atau sebanyak (75,14%)

hal ini dikarenakan letak wilayah Kecamatan Sirimau bersebelahan pada
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wilayah pesisir laut, kemudian pada sektor Buruh Tani tidak terdata
dikarenakan sebahagian besar masyarakat Kecamatan Sirimau Berpropesi
sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sesuai hasil data yang didapat dari
badan statistik Kota Ambon berjumlah 14,407 atau (9,41%), sedangkan
dibidang pengangkutan dan jasa 3.474 atau (2,27%), sementara mata
pencaharian penduduk sebagai petani berjumlah 1.502 atau (0,89%),
kemudian penduduk yang berpropesi sebagai pedagang berjumlah 11.514
atau (7,52%), sementara pensiunan sebanyak 6.489 atau (4,24%), dan yang
berprofesi sebagai buruh bangunan berjumlah 469 atau (0,31%). maka
dari hasil data yang didapat dari Badan Statistik Kota Ambon, yang
menempati urutan pertama yakni pada sektor kelautan/nelayan 115.026
orang (78, 14%) kemudian pedagang 11.514 (7, 52%), kemudian menyusul

pada tingkatan pegawai negeri 14,407 orang (9,41 %).

3.2 Faktor Tejadinya Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusuhan
di Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat ganda atas
tanah pasca kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, adalah berawal dari
tidak adanya kesadaran masyarakat sclaku pemilik tanah yang belum memahami
pentingnya sertifikat tanah, ataupun belum memahami hukum dan aturan-aturan

yang berlaku sehingga sering terjadi sengketa dibidang pertanahan. Akibat dari
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kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan aturan-aturan yang
mengatur dibidang pertanahan sehingga terkadang masyarakat cenderung
melakukan suatu pelanggaran yang dapat berakibat pada munculnya sengketa
tanah yang berujung pada konflik horiosontal sebagaimana yang terjadi pada
masyarakat Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku.

Adapun jumlah sengketa hak atas tanah sebagaimana yang terjadi di
Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

Tabel 7
Jumlah Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Sirimau

Kota Ambon Provinsi Maluku

No Tahun Jumlah Kasus Persentase (%)
I 2002 34 17
2. 2003 35 18
3 2004 16 8
4. 2005 34 17
- 2006 38 19
6. 2007 43 21
Jumlah 200 100

Sumber data: Kantor BPN Kota Ambon 2007.
Berdasarkan tabel diatas bahwa masih terjadi sengketa tanah dihitung dari

pasca kerusuhan, tahun 2002 kasus pertanahan yang terjadi sebanyak 34 (17%),
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pada tahun 2003 jumlah kasus pertanahan sebanyak 35 (18%), masuk pada tahun

2004 jumlah kasus pertanahan mengalami penurunan sebanyak 16 (8%), pada

tahun 2005 jumlah kasus pertanahan naik sampai pada 34 (17%), pada tahun

2006 jumlah kasus pertanahan sebanyak 38 (19%), dan pada tahun 2007 jumlah

kasus pertanahan naik hinga 43 (21%). Hal tersebut terjadi karena kurang

sadarnya masyarakat akan pentingnya serifikat tanah sehingga banyak terjadi

kasus tanah. Adapun kasus tanah pada Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi

Maluku dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 8

Klasifikasi Kasus Sengketa Tanah yang Terjadi di Kecamatan Sirimau

Kota Ambon Dihitung Dari Tahun 2002-2007

Tahun Klasifikasi Jumlah | Diselesiakan | Keterangan
2002-2007 | - Setifikat Ganda 50 12 Pengadilan
- Sengketa Tanah DATI 86 56 Adat
- Sengketa Ganti Rugi 64 37 Pengadilan
Tanah Adat
Jumlah 200 105

Sumber Data: Kantor BPN Kota Ambon 2007.

Dilihat dari klasifikasi kasus tanah yang terjadi di Kecamatan Sirimau

Kota Ambon Provinsi Maluku dihitung dari Tahun 2002-2007 yakni kasus

sengketa sertifikat ganda sebanyak 50, yang kemudian diselesaikan melalui jalur
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pengadilan sebanyak 12 kasus, sedangkan kasus sengketa tanah DATI sebanyak
86 yang diselesaikan melalui jalur hukum adat sebanyak 56 kasus, dan
kamudian kasus sengketa ganti rugi tanah adat sebanyak 64, yang diselesaikan
melalui jalur pengadilan sebanyak 37 kasus.
Kasus sengketa sertifikat ganda yang sampai pada pihak BPN sebanyak
50 yang sampai pada tingkat penyelesaian di pengadilan sebanyak 12 kasus hal
ini didasarkan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya
sertifikat hak aras tanah apalagi menyangkut hukum, dan minimnya pengetahuan
masyarakat tentang lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan kasus yang
timbul dalam masyarakat.
Berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat menyangkut dengan
penerapan hukum pada wilayah Kecamatan Sirimau bapak Badri Marasabessy
salah seorang aparat pemda Provinsi Maluku menyampaikan, (wawancara 15
Desember 2007) bahwa:
Kecenderungan masyarakat lebih memeilih menyelesaikan persoalan
tanah pada pendekatan hukum adat dikarenakan kurangnya sosialisasi
pemerintah menyangkut hukum pada masyarakat sehingga paradigma
yang muncul pada masyarakat yakni penyelesaian sengketa tanah lebih
baik diselesaikan lewat jalur penyelesaian adat ketimbang melalui jalur
pengadilan.

Adapun beberapa faktor penycbab terjadinya sengketa sertifikat ganda pada

Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah:
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3.2.1 Adanya Pendudukan Tanah Bekas Kerusuhan

Adanya penempatan/pendudukan tanah bekas kerusuhan adalah
merupakan barometer yang bisa kita lihat pada masyarakat maluku pasca
kerusuhan, dimana pendudukan tanah bekas kerusuhan ini berakibat pada
terjadinya klaim kepemilikan tanah, yang berdampak pada terjadinya
sertifikat ganda.

Dengan adanya kerusuhan yang memakan waktu 4 (empat) tahun
lamanya, sehingga mengakibatkan terjadi arus pengungsian yang cukup
banyak hal ini membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah dalam hal
penanggulangan pengungsi, sayangnya pemerintah daerah dalam hal ini
sebagai penanggung jawab penuh pemerintahan didaerah tidak membuat
suatu kebijakan khusus yang mengatur tentang dampak dari konflik yang
melanda Provinsi Maluku sehingga terjadi tindakan warga (korban
kerusuhan) yang secara sepihak mengambil langkah dalam penempatan
tenda-tenda pengungsian yang berada diatas tanah bekas rumah yang
runtuh dan diatas tanah-tanah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. hal
ini mengakibatkan masyarakat yang menempati lahan tersebut merasa
bahwa tanah tersebut tidak lagi bertuan sehingga masyarakat leluasa
mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, apalagi dengan adanya
sertifikat tanah yang telah dimilikinya, yang diperkuat dengan kesaksian

masyarakat sekitar yang memang pada dasarnya mereka tidak
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menginginkan pemilik tanah pertama kembali dan menempati tanah
tersebut. Indicator ini dapat disimak pada pada table hasil angket yang
penulis bagikan kepada masyarakat :

Sehubungan dengan uraian diatas menurut Abdul Ra’uf salah
seorang tokoh masyarakat yang berdomisili pada Desa Batu Merah

(wawancara 10 Desember 2007) bahwa :

Pendudukan tanah secara tidak sah adalah keliru, akan tetapi apabila
tanah tersebut diklaim sebagai hak milik itu berarti melanggar hak
orang lain, pendudukan tanah sebagaimana yang terjadi pada
sebagian masyarakat batu merah, kebun cengkeh, wara, dan
sebagian besar dacrah lain di Kota Ambon ini, yang kemudian
dijadikan sebagai milik dengan mengurus sertifikat adalah
merupakan pelanggaran hukum. Apabila kita melihat pada aturan
adat yang berlaku pada masyarakat kita, berarti orang yang dengan
sengaja menempati tanah hak milik orang lain atau mengklaem
tanah itu sebagai miliknya tanpa dasar/bukti yang jelas, maka dia
harus dikenakan sanksi yaitu mengganti kerugian yang muncul
akibat tindakannya tersebut, yakni diberikan kepada pihak yang
merasa dirugikan.

Dari kedua pendapat diatas maka penulis berkesimpulan bahwa
pendudukan tanah secara tidak sah dalam pandangan hukum adat maupun
hukum posif adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan,
karena merugikan hak indifidu setiap orang dan dapat merusak citra

hukum yang berlaku pada masyarakat kita.




39

3.2.2 Terjadinya Kesalahan Pengukuran Tanah yang Dilakukan Oleh
Badan Pcrtanahan Pada Saat Melakukan Pendaftaran Tanah.
Kesalahan pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas
pengukuran tanah pada saat melakukan pendataan dan atau pendaftaran
tanah, biasanya berdampak pada terjadinya sertifikat ganda, hal ini antara
lain sebagai akibat kesengajaan ataupun kesalahan penunjukan batas tanah
oleh pemohon/pemilik tanah sendiri sewaktu petugas kantor badan
pertanahan melakukan pengukuran atas permohonan yang bersangkutan,
disamping kesalahan dari kantor pertanahan yang tidak secara cermat
membukukan dan memasukan dalam peta dasar.
Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Kantor BPN Kota Ambon,
Drs. Machlon Helaha. (wawancara 12 Desembar 2007) Bahwa:
Dampak dari kesalahan pengukuran tanah yang dilakukan oleh
petugas pendataan/pengukuran tanah ini biasanya tidak disadari,
akibat dari pengukuran dan perpetaan yang dilakukan oleh petugas
itu maka munculah sertifikat dobel atau yang biasanya dikatakan
sertifikat ganda, terbitnya sertifikat ganda ini biasanya berakibat
pada kepemilikan bidang tanah hak yang saling bertindih,
seluruhnya atau sebagian.
Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa batas tanah
yang ditunjukan oleh pemohon/pemilik, secara sengaja atau tidak sengaja
adalah keliru. Sehingga surat ukur dan atau gambar situasinya

menggambarkan batas-batas tanah yang bukan sebenarnya seluruh atau

sebagian, karena sebelumnya dilokasi yang lama telah diterbitkan
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sertifikat. Akibatnya terdapat lebih dari satu sertifikat yang diterbitkan
oleh BPN Kota Ambon.

Terjadinya Jual Beli Tanah Secara Melawan Hukum Oleh Pihak-
Pihak yang Tidak Bertanggung Jawab.

Pada kasus sengketa sertifikat ganda atas tanah sebagaimana yang
terjadi pada masyarakat Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi
Maluku pasca kerusuhan, yakni adanya suatu tindakan pelanggaran
hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan menjual tanah yang
ditinggal pergi oleh pemiliknya kepada orang lain, hal ini rupanya sangat
berdampak pada terjadinya sengketa sertifikat ganda. Yaitu pada saat
objek tanah tersebut dijual kembali oleh mayarakat, yang kemudian oleh
pihak kedua atau yang membeli tanah tersebut akan disertifikatkan
(sertifikasi). Dalam proses sertifikasi tanah tersebut melalui kedekatan
emosional antara tuan tanah ataupun pihak aparat desa, maka tanah yang
tadinya dijual, oleh tuan tanah dikeluarkan surat keterangan (alas Hak)
yang dijadikan rujukan oleh pihak pembeli dalam rangka mengurus
sertifikat kepemilikan hak atas tanah pada Kantor Badan Pertanahan
setempat. Adapun persoalan yang kemudian muncul pada sistim
pembukuan tanah yang terdapat pada pihak badan pertanahan Kota
Ambon, yakni pada saat kerusuhan yang terjadi rupanya meninggalkan

beberapa permasalan, permasalahan yang paling inti yang terdapat pada
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Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon ialah musnahnya sebagian besar
data-data yang menyangkut dengan pendaftaran tanah, sehingga
mengakibatkan tidak tertibnya administrasi pada kantor badan pertanahan
sehingga hal ini menjadi peluang bagi sebagian masyarakat yang
mengaku sebagai pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya walaupun
tanah tersebut sudah pernah disertifikatkan. Indikator ini dapat dilihat
pada hasil angket yang penulis bagikan kepada masyarakat :
Tabel 9

Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Tanah Secara Melawan Hukum

Pasca Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon

(N=175)
Klasifikasi/kategori Frekwensi (F) | Persentasi (%)
a. | Adanya jual beli tanah yang telah 48 63

ditinggalkan oleh  pemiliknya

selama bertahun-tahun

b. | Tanah tersebut dianggap sudah 27 27
tidak bertuan

c. | Tidak Tahu 7 10

Jumlah 75 100

Sumber Data : Hasil Pengolaban Angket Tahun 2007
Dengan melihat table di atas maka dapat diketahui bahwa faktor

penyebab terjadinya jual beli tanah secara melawan hukum pasca
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kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah, adanya jual beli
tanah yang telah di tinggalkan oleh pemiliknya selama bertahun-tahun,
hal ini dapat di lihat pada penyebaran angket yang dibagikan kepada 75
orang responden, dan yang menjawab adanya jual beli tanah yang telah di
tinggalkan oleh pemiliknya selama bertahun-tahun, sebanyak 48 orang
dengan persentasi 63%, sedangkan yang menjawab tanah tersebut di
anggap sudah tidak bertuan sebanyak 27 orang dengan persentasi 27%,
dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 7 orang dengan persentasi 10%.
hal ini di karenakan dampak dari kerusuhan dan lamanya proses
penyelesaian konflik horisontal tersebut sehingga menyebabkan
masyarakat yang mengungsi pada saat kerusuhan takut kembali ketempat
tinggal mereka, sehingga kelompok masyarakat yang menguasai wilayah-
wilayah tempat terjadinya kerusuhan tersebut leluasa mengklaim sebagai
pemilik atas tanah yang telah ditinggalkan tersebut.

Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala sub bagian
pengkajian dan penyelesaian masalah pertanahan, pada Kantor BPN Kota
Ambon, Bapak Jemli Rehala (wawancara 12 Desember 2007)
mengatakan bahwa:

Dampak dari kerusuhan yang terjadi di Kota Ambon bukan hanya

berdamapak pada terjadinya krisis pembangunan dan ekonomi

masyrakat maluku, akan tetapi dampak yang dirasakan oleh pihak

BPN sendiri cukup rumit, adanya beberapa dokumen penting

menyangkut data pendaftaran tanah dan peta lokasi tanah-tanah
Kota Ambon juga musnah, sehingga berakibat pada terjadinya
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kesalahan administrasi dan menjadi potensi sendiri bagi hadirnya
sertifikat ganda atas tanah-tanah milik masyarakat yang sudah
disertifikatkan.

Sementara pada segmen wawancara penulis dengan Kepala Desa
Batu Merah, Bapak H. Awath Ternate. (wawancara 13 Desember 2007).
Bahwa:
Terjadinya jual beli tanah secara melawan hukum banyak terjadi
pasca kerusuhan, dimana mayarakat pemilik tanah yang sah setelah
meninggalkan tanahnya pada saat terjadi kerusuhan, yang kemudian
pasca kerusuhan ada tetangga/masyarakat yang bersebelahan
dengan tanah tersebut menjual kembali tanah itu kepada orang lain
tanpa sepengetahuan pemilik sah tanah tersebut. Dampak dari
penjualan tanah secara tidak sah tersebut biasanya berakibat pada
terjadinya sengketa tanah yang berujung pada konflik horisontal.
Dari kedua pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa sertifikat ganda sebagian
besar disebabkan kelalaian pendataan yang dilakukan oleh petugas BPN
Kota Ambon disatu sisi, disisi lain tingkat kesadaran warga atas hak
orang lain masih sangat rendah sehingga upaya klaem hak milik atas hak
milik yang lain kerap kali terjadi. untuk lebih memperkuat argumen yang
di bahas diatas maka indikator penyebab terjadinya sertifikat ganda

tersebut dapat disimak pada tabel hasil angket yang penulis bagikan pada

masyarakat:



Tabel 10
Faktor Penyebab Terjadinya Sertifikat Ganda atas Tanah

Pasca Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon

(N=T75)
Klasifikasi/Kategori Frekwensi (F) Persentase (%)
a. | Adanya pendudukan tanah 15 20
bekas kerusuhan.
b. | Kesalahan pengukuran tanah 40 54

yang dilakukan oleh BPN saat
melakukan pendaftaran tanah.
c. | Terjadinya jual beli tanah 20 26
secara melawan hukum oleh
pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab.

Jumlah 75 100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Angket Tahun 2007

Dengan melihat tabel diatas maka dapat diketahui bahwa faktor
yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda pada masyarakat
Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, adalah akibat dari
terjadinya jual beli tanah secara melawan hukum oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyebaran

angket kepada 75 orang responden, dan yang menjawab adanya
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pendudukan tanah secara tidak sah 15 orang, dengan persentasi 20%,
sedangkan yang menjawab kesalahan pengukuran tanah yang dilakukan
oleh BPN saat melakukan pendaftaran tanah sebanyak 40 orang, dengan
persentase 54%, dan yang menjawab terjadinya jual beli tanah secara
melawan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
sebanyak 20 orang, dengan persentase 26%. Hal ini &rﬁnsmrm:vnammar
dari kerusuhan yang terjadi mengakibatkan banyak masyarakat yang
meninggzalkan tanahnya, yang kemudian dijual kembali oleh masyarakat
setempat.

Dengan melihat hasil persentase tabel diatas, penulis menganalisa
dengan kondisi lapangan menyangkut dengan beberapa kasus pertanahan
yang muncul pasca kerusuhan di Kota Ambon maka dengan demikian
faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat ganda atas tanah pasca
kerusuhan pada masyarakat Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah
akibat dari ketiga faktor diatas, penulis melihat bahwa dari ketiga faktor
diatas rupanya sama-sama mempunyai peran yang sangat penting dan
rupanya mempunyai potensi yang dapat mengakibatkan konflik horisontal
pada masyarakat.

Terkait dengan faktor terjadinya sertifikat ganda di Kecamatan

Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. sekertaris Desa Batu Merah,
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Bapak M. Saleh Kiat, S.Sos (wawancara 13 Desember 2007).
Mengatakan Bahwa:

Adapun terjadinya sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh pihak
BPN tidak terlepas dari kurang telitinya petugas pengukuran tanah
disaat mengukur tanah, terjadinya sertifikat ganda inipun biasanya
terjadi akibat petugas pengukuran tanah tidak berani masuk pada
wilayah atau daerah yang belum kondusif sehingga terjadi praktek
terka-terka dalam hal menentukan batas-batas tanah, sehingga dapat
saja menjadi awal dari munculnya sertifikat ganda.

Hal senada disampaikan oleh bapak Burhan Atamimi, salah
seorang tokoh masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Hative Kecil
(wawancara 15 Desember 2007) bahwa:

Sertifikat ganda dapat saja terjadi pada sebagian tanah dan atau
keseluruhan tanah milik warga, hal ini akibat adanya praktek jual
beli tanah oleh orang yang tidak berhak (bukan milik), dan juga
dapat saja terjadi akibat kesalahan pengukuran tanah yang
dilakukan oleh petugas pada saat melakukan pengukuran tanah yang
berakibat pada munculnya sertifikat ganda.

Sertifikat ganda atas tanah dapat saja terjadi, hal ini tidak terlepas
dari dampak kerusuhan yang menyisakan berbagai persoalan besar yang
berakibat pada terpuruknya sistem administrasi pada kantor pertanahan
Kota Ambon, kesalahan administrasi yang secara sengaja ataupun tidak
telah mengakibatkan munculnya beberapa kasus baru dibidang

pertanahan, salah satunya kasus sertifikat ganda yang olehnya itu

memerlukan konsentrasi khusus dalam hal penanganannya.
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3.3 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak Mengenai Sertifikat
Ganda Atas Tanah Pasca Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
Adapun beberapa bentuk pendekatan penyelesaian sengketa tanah yang
biasanya ditempuh oleh masyarakat Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi
Maluku pada saat bersengketa yaitu:
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Hukum Adat

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur hukum adat
biasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemilik tanah,
yakni tanah yang disengketakan adalah berstatus tanah Adat ataupun
berkaitan dengan masalah tapal batas antara desa yang satu dengan desa
yang lain, maka dalam hal bentuk penyelesaian masalah tersebut
mayarakat lebih cenderung melakukan pendekatan hukum adat dalam
penyelesaian adat, masyarakat yang bersengketa akan dipanggil oleh
Kepala Desa/Kepala Saniri, atau pemangku adat, untuk mendengarkan
keterangan dari mereka sekaligus meminta bukti-bukti.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan dengan
pendekatan hukum adat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat
hukum Adat Saniri Desa Batu Merah, maka hal terrsebut dapat dilihat
pada penyebaran angket yang di sebarkan mada masyarakat pada

Kecamatan Sirimau dalam rangka untuk mengetahui kasus sengketa apa
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saja yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum adat pada Adat Saniri
Desa Batu Merah Yakni:

Tabel 11
Jenis Sengketa yang Dapat di Sclesaikan Melalui Jalur Adat Pada
Negeri Adat Saniri Batu Merah
N=175)
Klasifikasi/Kategori Frekwensi (F) | Persentasi (%)

a. | Penyelesaian sengketa tanah ulayat 46 62
antara desa dengan desa

Penyelesaian sengketa tanah
b. | Penyelesaian sengketa tanah DATI 24 32
c. | Penyelesaian sengketa Sertifikat 5 6

Ganda Atas Tanah

Jumlah 75 100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Angket Tahun 2007

Dengan melihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa yang
dikategori sebagai kasus yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum
adapt ialah kasus-kasus sengketa tanah yang dikategorikan mempunyai
hubungan sebab akibat dengan adat, seperti sengketa tanah ulayat antara
desa dengan desa, dan sengketa tanah DATI. hal ini dapat dilihat pada
penyebaran angket kepada 75 orang responden, dan yang menjawab

penyelesaian sengketa tanah ulayat antara desa dengan desa sebanyak 46
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orang, dengan persentasi 62%, kemudian yang menjawab penyelesaian
sengketa tanah DATI sebanyak 24 orang, dengan persentasi 32%, dan
yang menjawab penyelesaian sengketa sertifikat ganda atas tanah
sebanyak 5 orang, dengan persentasi 6%. maka apabila disimpulkan dari
hasil olah angket diatas maka, kecenderungan penyelesaian sengketa
tanah melalui jalur hukum adat ialah sengketa-sengketa tanah yang
berhubungan sebab akibat dengan adat, akan tetapi sengketa sertifikat
ganda atas tanah sudah diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Desa Batu Merah
Bapak H. Awath Ternate (wawancara 13 Desember 2007), bahwa:
Dalam penyelesaian sengketa tanah, biasanya kami melakukan
pendekatan kekeluargaan dimana kami memanggil kedua belah
pihak masyarakat yang bersengketa dan meminta bukti-bukti/alas
hak yang sah tentang kepemilikan tanah tersebut, adapun bukti
bukti yang dapat kami minta adalah:
Surat tanda bukti pelepasan hak dari kepala dati setempat.
Surat jual beli yang sah.

Surat pengangkatan dari kepala dati setempat.
Registrasi dari dati setempat.

A ) b =

Setelah ada bukti-bukti dan keterangan-keterangan maka kami akan
mengadakan sidang saniri/sidang negeri, dalam sidang saniri ini
maka melalui bukti-bukti dan berbekal keterangan-keterangan dari
pihak saksi yang diperkuat melalui pengkajian asal usul tanah
tersebut maka kami akan keluar keputusan adat sesuai dengan bukti-
bukti dan keterangan dari saksi-saksi. Bagi pihak yang kalah dalam
sidang saniri dia akan diberikan kesempatan melanjutkan perkara
ini lewat jalur pengadilan atau jalur hukum apabila ada timbul rasa
tidak puas.
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Demi menghindari praktek jual beli tanah secara melawan hukum
menurut Sekertaris Desa Batu Merah Bapak M. Saleh Kiat, S.Sos
(wawancara 13 Desember 2007). Telah dikeluarkan Maklumat Negeri
Adat Batu Merah menyangkut jual beli Rumah dan Tanah yakni:

Bila mana masyarakat yang hendak menjual rumah dan tanah dj
negeri induk, maka diwajibkan supaya diberitahukan kepada negeri
induk untuk selanjutnya dilelang kepada ahli waris lainnya. hal ini
dimaksudkan agar satu saat tidak terjadi sengketa jual beli rumah
dan tanah secara melawan hukum dan agar supaya segala bentuk
aktifitas mayarakat yang berkaitan dengan aturan adat bisa
terkontrol oleh pihak negeri induk saniri.

Dari maklumat di atas maka dapat diharapkan menjadi acuan
hukum bagi masyarakat yang berkepentingan dalam proses transaksi jual
beli rumah dan tanah. Selain itu menjadi suatu aturan yang dapat
meminimalisir terjadinya sengketa tanah adat yang berada pada wilayah
pemerintahan Adat Batu Merah. Adapun beberapa kasus sengketa
dibidang pertanahan yang pernah ditangani oleh pihak pemerintahan

Negeri Adat Batu Merah dapat klasifikasikan sebagai berikut:
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Tabel 12
Klasifikasi Kasus Sengketa Tanah Yang Diselesaikan Pada
Negeri Adat Saniri Desa Batu Merah

No Yang Bersengketa Klasifikasi Tahun

I. | Dati Masaoi — Dati Maliulu | Perebutan Hak Milik Atas | 2004
Tanah Dati
2. | Lebeharia — Hative Kecil Tapal Batas Antar Dusun 2004
3. | Dati Masaoi — Dati Hatala | Perebutan Hak Milik Atas 2006

Tanah Dati

Sumber Data : Kantor Desa Batu Merah 2007

Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas dalam poin pertama kasus
perebutan hak milik atas tanah antara Dati Masaoi dan Dati Maliulu
adalah diselesaikan berdasarkan keputusan rapat saniri yang kemudian
dimenangkan oleh Dati Masaoi, hal ini didasarkan pada bukti-bukti hak
(alas hak) yang dihadirkan oleh pihak Dati Masaoi dan berdasarkan
kesaksian dari beberapa saksi adat yang kemudian tidak dapat dibantah
oleh pihak Dati Maliulu.

Berkaitan dengan permasalah kasus tanah adat yang terdapat pada
masyarakat Kecamatan Sirimau Kota Ambon, menurut Halim salah
seorang penduduk pemilik tanah pada Kecamatan Sirimau Kota Ambon
(wawancara 10 Desember 2007) menyatakan bahwa:

Penyelesaian terhadap kasus tanah yang terjadi pada masyarakat,
kami tidak pernah menyelesaikan kepengadilan, biasanya kami
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selesaikan secara damai atau kekeluargaan, tidak diselesaikan

secara hukum, tetapi apabila ada yang merasa tidak puas kami

menyelesaikan melalui hukum adat yang berlaku didaerah kami.

Maka dapat diselesaikan di pengadilan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penyelesaian konflik dan
sengketa pertanahan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku
masih dilakukan melalui pendekatan paradigma hukum normatif (tertulis)
semata. Dimana penulis melihat pada hal ternyata pendekatan
penyelesaian sengketa pertanahan tersebut, dalam tataran empiris kurang
berhasil. Akar permasalahannya adalah pendekatan paradigma hukum
normatif (hukum tertulis) alias hukum modern semata yang bersifat legal
positivistic, akan mengakibatkan hancurnya substansi norma hukum yang
diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat setempat. Oleh karena
itu, dalam penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan harus dibangun
dengan paradigma "moral". Pihak yang mempunyai posisi tawar yang
kuat harus mengamalkan kejujuran, pengendalian diri, dan mengurangi
sifat keakuan (selfishness). Sedangkan paradigma moral yang
dimaksudkan adalah akhlak yang baik/mulia (akhlaq al-karimah), yang
menyentuh semua sendi-sendi kehidupan bagi siapapun, di manapun, dan
kapanpun. Moral religius ini dari sisi sifatnya yang realistik mengandung
kebebasan, kelebihan maupun kelemahan yang melekat pada diri setiap
manusia. oleh karena itu, dalam setiap penyelesaian konflik, sengketa dan

perkara pertanahan diharapkan paradigma moral lebih dikedepankan,




332

53

ketimbang paradigma hukum. Sifat merasa dirinya paling benar, paling
baik, merasa bisa harus ditinggalkan. Dengan demikian, dalam
penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan tidak akan lagi
terjadi dan tidak jatuh korban-korban kebijakan, yang belum jelas dari
perlindungan hukumnya.
Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Melalui Jalur Pengadilan
Dalam penyelesaian perkara sengketa sertifikat tanah pada
pengadilan terdapat dua lembaga hukum yang dapat ditempuh, yakni
apabila sengketa tanah yang melibatkan para pihak saja maka alternatif
hukum yang dapat dipilih adalah melakukan gugatan perdata lewat
Pengadilan Negeri (PN), sedangkan apabila sengketa tersebut melibatkan
BPN sebagai lembaga tata usaha negara maka penyelesaian sengketa
tersebut dapat saja di lakukan pada PTUN. Karena yang menjadi objek
PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sertifikat
Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan
Nasional (BPN), dikarenakan BPN merupakan Jabatan Tata Usaha
Negara, schingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah
yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN (kompetensi/
kewenangan absolute). Sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986

yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak
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diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara

Terdapat pula penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pada
tingkatan BPN yakni setelah melakukan penangan/pemeriksaan atas
berkas-berkas tanah pada subjek hak yang melakukan keberatan maka
BPN dapat melakukan pembatalan hak atas tanah sebagai akibat dari
kesalahan administrasi, hal ini merupakan salah satu upaya dan bentuk
kewenangan yang dapat ditempuh oleh BPN dalam hal penyelesaian
sengketa antara para pihak yang melakukan keberatan kepada BPN. Akan
tetapi dengan keluarnya keputusan kepala BPN dalam hal pembatalan hak
atas tanah sebagai upaya penyelesaian sengketa tersebut kalau timbul rasa
tidak puas dengan putusan itu, maka pihak yang merasa dirugikan dapat
saja melakukan upaya hukum melalui PTUN sebagai bagian dari upaya
penyelesaian sengketa administrasi demi memperjelas status kepemilikan
yang sah atas dasar putusan pejabat tata usaha negara tersebut.

Berkaitan dengan adanya proses penyelesaian sengketa sertifikat
ganda sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sirimau
Kota Ambon Provinsi Maluku, maka hal ini dapat dilihat pada hasil

angket yang penulis bagikan pada masyarakat.
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Tabel 13
Tingkat Penyclesaian SengketaTanah yang di Tempuh Oleh

Masyarakat Kecamatan Sirimau Kota Ambon

(N=175)
Klasifikasi Frekwensi (F) | Persentase (%)
a. | Diselesaikan di pengadilan 50 67
b. | Diselesaikan secara hukum adat 15 20
¢. | Diselesaikan secara kekeluargaan 10 13
Jumlah 75 100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Angket Tahun 2007

Dazi data tersebut di iihat bahwa dalam penyelesaian sengketa
sertifikat ganda atas tanah, di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi
Maluku, penduduk lebih cenderung menyelesaikan kasus tanah di
pengadilan dengan melihat angket yang disebar untuk penduduk
berjumlah 75, bahwa data yang dikumpulkan yang menyelesaikan kasus
di pengadilan berjumlah 50 orang dengan persentase 67% sedangkan
yang di selesaikan kasusnya secara adat hanya 15 orang dengan
persentasz  20%, kemudian yang menjawab diselesaikan secara
kekeluargaan sebanyak 10 orang dengan persentase 13%. Hal ini
disebabkan karena penduduk yang bersengketa lebih banyak memilih
menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut di pengadilan dibandingkan

secara adat ataupun secara kekeluargaan, dikarenakan bentuk
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penyelesaian yang dirasakan masyarakat apabila menempuh penyelesaian
secara adat ataupun secara kekeluargaan dirasakan tidak mempunyai
kekuatan hukum, artinya kapanpun para pihak yang terlibat dalam
perjanjian perdamaian itu dapat saja melanggar, adapun penyelesaian
yang dilakukan oleh masyarakat dengan menempuh jalur hukum adat
apabila tanah yang disengketakan adalah tanah yang berstatus tanah adat.
Berbeda dengan melakukan penyelesaian sengketa pertanahan pada jalur
pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maka akan
mempunyai kepastian hukum mengenai status kepemilikan yang sah atas
bidang tanah yang disengketakan.

Dengan demikian cara yang digunakan untuk menyelesaikan
sengketa tanah di wilayah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi
Maluku adalah, apabila sengketa yang berkaitan dengan tanah adat maka
diselesaikan melalui lembaga hukum adat setempat (saniri), artinya
diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mengambil satu kata
mufakat dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah
adat, maka penyelesaiannya hanya dilakukan secara kekeluargaan saja
yang dihadiri oleh kepala desa (ketua saniri), dan atau kepala persekutuan
setempat, tokoh masyarakat serta penduduk setempat yang menjadi
anggota persekutuan desa. Dengan mengadakan pertemuan dengan

penduduk yang bersengketa dan melalui kepala desa atau ketua
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persekutuan DATI setempat seraya meminta bukti-bukti kepemilikan
yang sah atas tanah tersebut (alas hak), dan mendengarkan kesaksian-
kesaksian dari masyarakat, kemudian dari bukti-bukti dan kesaksian-
kesaksian yang ada maka kepala desa (kepala saniri) memberikan solusi
untuk menyelesaikan kasus tanah tersebut. Dan, kepada pihak yang
dianggap telah melakukan pelanggaran adat maka akan diberikan sanksi
sebagaimana yang diatur dalam hukum adat pada negeri adat tersebut.
Sedangakan apabila tanah tersebut bukan berstatus tanah adat, maka dapat
diselesaitkan melalui jalur hukum positif dan dilaksanakan melalui
berbagai tahapan untuk sampai ke persidangan yakni pengadilan.
Sebagaimana kasus sengketa sertifikat ganda yang terjadi di
Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, pada bab ini penulis
ingin mengilustrasikan hasil pantauan penulis pada sebuah kasus sengketa
sertifikat ganda yang yang terjadi di Kecamatan Sirimau JI. Tanah Rata
Galunggung, Desa Batu Merah Kota Ambon. Status dari sengketa
tersebut masih pada tingkatan keberatan pada pihak BPN Kota Ambon.
. Sertifikat yang pertama Nomor: 25.05.01.09.1.00334 terdaftar
Tahun 1982 atas Nama Butje Tutuarima dengan luas tanah 458 m?
(pemilik sertifikat pertama) berdasarkan surat ukur tanah Nomor: 02

Tahun 2003 (sertifikat terlampir). Melakukan upaya keberatan

kepada pihak BPN atas terbitnya sertifikat hak milik atas tanah




58

dengan Nomor: 25.05.01.09.1.01180 terbitan Tahun 2002 atas nama
Zaki Abdul Razak Pelupesy dengan luas tanah 304 m? (pemilik
sertifikat kedua) surat ukur Nomor: 140 tertanggal 15 oktober 2002
(sertifikat terlampir).
Dalam hal kasus sengketa sertifikat ganda sebagaimana tersebut
diatas maka pihak BPN sebagai lembaga yang bertugas di bidang
pertanahan melakukan pengkajian terhadap kasus tersebut dibawah
bidang sub seksi penyelesaian masalah pertanahan. Dalam
penanganan kasus sengketa tersebut ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, menurut Bapak Jemli Rehala Kepala Sub Bagian
Pengkajian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor BPN
Kota Ambon. (wawancara 12 Desember 2007) menyampaikan
bahwa:
Kasus sengketa sertifikat ganda yang masuk pada Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kota Ambon tersebut sementara dalam
tahapan pengkajian terhadap sertifikat kedua belah pihak yang
pada dasarnya pihak BPN akan memeriksa dan meninjau
kembali sertifikat yang bermasalah tersebut. Pada dasarnya
kami pihak BPN menyarankan agar pihak yang merasa
keberatan melakukan upaya hukum pada pengadilan setempat.
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:
Dengan melakukan upaya hukum pada pengadilan, diharapkan
dapat memberikan kepastian hukum yang jelas pada pemilik
yang sah, hal ini dimaksudkan karena apabila tanah yang

bermasalah tersebut diatasnya telah dibangun bangunan maka
langkah yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan
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yakni menempuh jalur hukum sebagimana pada pengadilan
akan dilakukan upaya ganti rugi, eksekusi dan sebagainya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pihak penasehat
hukum pada pihak pemilik sertifikat pertama, Halid Samuel, SH
pada BPN Kota Ambon (wawancara 12 Desember 2007) beliau
mengatakan:

Munculnya sertifikat yang kedua itu diketahui oleh pemilik
pertama pada tahun 2005, pemilik pertama hendak membangun
rumah diatas tanah tersebut namun kenyataan yang dapati
ternyata tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah milik
Zaki Abdul Razak Pelupessy, sehingga pada saat pemilik
pertama menanyakan perihal bangunan yang telah dibangun
ternyata beliau mendapati keterangan bahwa tanah tersebut telah
dijual oleh salah seorang pendududuk yang bernama Lasani
pada pertengahan tahun 2002, yang kemudian tanah tersebut
diuruskan sertifikat oleh pembeli. Akibatnya tanah yang tadinya
sudah disertifikatkan muncul lagi sertifikat kedua (sertifikat
ganda).

Dalam kasus sebagaimana tergambar diatas menurut analisa penulis
bahawa tanah tersebut dapat muncul sertifikat lain dikarenakan
ukuran luas tanah yang dijual kepada pihak kedua adalah seluas 304
m? yang apabila melihat sertifikat pertama luas tanah 458 m? maka
memang dimungkinkan hadir sertifikat baru karena yang terdaftar
pada sertifikat pertama adalah luas tanah sebesar 458 m?. Hal inipun
bukan semata-mata karena adanya kekeliruan pengukuran semata,
tetapi juga terjadinya sertifikat ganda ini akibat tidak teraturnya

administrasi pada Kantor Pertanahan Kota Ambon yang
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berdamapak dari kerusuhan sehingga mengakibatkan hilangnya
beberapa gambar peta yang biasanya dipakai sebagai acuan bagi

pendaftaran tanah.

Dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertifikat ganda
sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka lembaga yang
berkompeten untuk menyelesaikan kasus diatas adalah Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) yang nantinya dapat menghasilkan putusan
menggugurkan salah satu sertifikat yang dipersoalkan. melalui surat
keputusan hakim pengadilan TUN.

Berbicara menyangkut kompetensi lembaga TUN dalam upaya
penyelesaian kasus yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional
maka adapun kendala yang ditemui dalam proses gugatan sengketa
sertifikat hak atas tanah yang diajukan ke PTUN, yakni dengan
memperhatikan batas waktu Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986
tentang PTUN, yakni 90 hari sudah lewat maka gugatan tersebut tidak
dapat dilakukan lewat PTUN, akibat dari lemahnya penerapan aturan yang
tidak secara tegas membedakan sistem penangan kasus antara dua
lembaga kehakiman diatas mengakibatkan terjadinya perbedaan
penanganan mengenal perkara tentang sertifikat hak atas tanah ialah

diperiksa di Pengadilan Negeri dibandingkan dengan pemeriksaan di
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Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang terjadi di Kota Ambon
Provinsi Maluku.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Ambon, Bapak Hery Wibawa SH, MH (wawancara

12 Desember 2007) menyatakan bahwa ;

Yang menjadi objek PTUN adalah apa yang dimaksud didalam
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yakni obyek perkaranya ialah Keputusan Tata
Usaha Negara, BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara,
sehingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang
berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN, jadi apabila telah
lewat 90 hari, Sesuai dengan amanah Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986, yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam
tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, PTUN tidak
dapat lagi menerima gugatan tersebut, demikian juga dengan
Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan lainnya tidak dapat
menerima gugatan tersebut karena objek gugatannya yaitu
Keputusan Tata Usaha Negara tidak merupakan kewenangan
Pengadilan tersebut.

Sebelum masuk ke pengadilan, ada upaya yang bisa ditempuh untuk
pembatalan hak atas tanah, jika seseorang merasa dalam penerbitannya
ada cacat hukum administratif. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Pasal 106 Ayat (1) jo
Pasal 119 dikatakan bahwa “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena
cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan
karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang

berwenang tanpa permohonan™ Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan
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oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui ada terdapat
cacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian
hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan™ Jadi siapa saja yang
merasa dirugikan dengan adanya penerbitan sertifikat hak atas tanah, dan
dia menganggap penerbitan tersebut cacat hukum administrative maka dia
berhak untuk melakukan upaya hukum atas terbitnya sertifikat ganda
tersebut, Apabila kita memperhatikan rumusan dalam Pasal 107 Permen
Agraria Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Cacat hukum
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 adalah :

Kesalahan prosedur

Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
Kesalahan subjek hak

Kesalahan objek hak

Kesalahan jenis hak

Kesalahan perhitungan luas

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah

Data yuridis atau data-data fisik tidak benar;atau
Kesalahan lainnya yang bersifat administrative

FER e Ao o

Pembatalan pemeberian hak atas tanah dengan alasan cacat hukum
administratif tersebut tidak secara langsung dapat dapat mengakhiri suatu
persengketaan, oleh karena keputusan BPN dalam menyelesaikan sengketa
pertanahan masih dapat diajukan gugatan melalui PTUN oleh warga atau
masyarakat yang tidak puas dengan keputusan tersebut dan sengketa ini

disebut sebagai sengketa administrasi. Dengan demikian wewenang

hukum BPN untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan cepat dan
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secara tuntas yang merupakan tujuannya menjadi tidak ada kepastian
hukum.

Sehubungan dengan kewenagan BPN sebagai lembaga satu-satunya
yang bertugas di bidang pertanahan maka apabila kita memperhatikan
rumusan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga
disebutkan bahwa :

1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan  keputusan sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya, maka hak tersebut disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara

2) Jika suatu Badan Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud

3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak
diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan
keputusan penolakan

Sehingga dengan melihat Ayat 1 dari Pasal 3 tersebut menentukan

prinsip dasarnya, yaitu bahwa setiap Badan atau Jabatan TUN itu wajib

melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal
yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi

tugas kewajibannya. Kalau ia melalaikan kewajibannya maka walaupun ia



tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya itu, undang-
undang menganggap ia telah berbuat menolak permohonan tersebut.
Keputusan tersebut bersifat fiktif dan negatif karena Badan atau Jabatan
TUN yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat apa-apa
dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tetapi oleh undang-
undang dianggap telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi
suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu.
Sehingga permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang diajukan
ke BPN, jika tidak ditanggapi oleh BPN maka BPN dianggap telah
mengeluarkan penetapan tertulis yang berisi penolakan permohonan
tersebut. Oleh karena itu terhadap BPN vyang dianggap telah
mengeluarkan Penetapan Tertulis penolakan tersebut dapat digugat ke
Pengadilan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu 90 hari dihitung
setelah pejabat TUN yang bersangkutan dianggap mengeluarkan putusan.
Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon, Bapak Hery Wibawa SH, MH (wawancara 12
Desember 2007) menyatakan bahwa :
Memang sering terjadi sengketa tentang sertifikat hak atas tanah
disidangkan di Pengadilan Negeri. walaupun setelah adanya Pasal
50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan sejak berlakunya
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jurisprudensi tetap
tersebutlah, pada awalnya yang diikuti oleh hakim Pengadilan

Negeri untuk memeriksa perkara Tata Usaha Negara terutama
keputusan-keputusan pemerintah atau penguasa yang sering
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merugikan hak-hak atau kepentingan masyarakat atau sering juga
disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa
(onrechtmatige overheids dadzaken/OOD).

Lebih lanjut beliau mengatakan :

Tetapi lama kelamaan Jurisprudensi tetap tersebut sudah menjadi
pendapat umum sehingga sampai sekarang sudah tidak asing lagi
jika Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara yang
seharusnya menjadi kewenangan PTUN.

Demikian juga dengan hasil pantauan penulis pada saat penelitian
bahwa sering juga sengketa tentang sertifikat hak atas tanah yang banyak
disidangkan di Pengadilan Negeri, perlu diketahui bahwa sebenarnya
yang menjadi objek perkara (Objektum litis) dalam sengketa tersebut
adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sertifikat hak atas
tanah tersebut melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan
masyarakat yang dilanggar sebagai akibat keluarnya Keputusan Tata
Usaha Negara atau keluarnya sertifikat tersebut.

Pada PTUN objek perkaranya (objektum litis) adalah Keputusan
TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN atau penguasa, sedangkan pada
PN objek perkaranya adalah Hak-hak atau kepentingan-kepentingan
masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari dikeluarkannnya
Keputusan TUN oleh Pejabat TUN atau penguasa, termasuk dalam hal ini
adalah Sertifikat Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh BPN yang

seringkali merugikan hak dan kepentingan masyarakat.




BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam bab ini sampailah penulis untuk mengemukakan kesimpulan

sebagai langkah untuk memberikan sumbangan pikiran dan masukan serta jalan

keluar terhadap masalah yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa

sertifikat ganda sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Provinsi Maluku yakni sebagai berikut:

1

Yang mendasari sehingga terjadi sertifikat ganda atas tanah pada
Kecamatan Sirimau Kota Ambon yakni, pendudukan tanah-tanah bekas
kerusuhan selama bertahun-tahun. Adapun dampak dari terjadinya sertifikat
ganda tersebut juga dikarenakan adanya upaya sebagian masyarakat, pasca
kerusuhan menjual tanah-tanah yang ditinggal pemiliknya, dan juga tidak
terlepas dari kesalahan pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas
pengukuran dan perpetaan yang turun kelokasi.

Proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat
Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yaitu kecederungan masyarakat dalam
upaya menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur hukum adat dari
pada melalui jalur pengadilan (hukum positif) sehingga dirasakan

penerapan hukum positif (Normatif) tidak terlalu berpengaruh di banding
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dengan hukum adat. Akan tetapi, terkait dengan kasus sengketa sertifikat
ganda yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sirimau, masyarakat sudah
melakukan penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur pengadilan. Hal ini
disebabkan pembuktian kepemilikan secara administratif (kepastian hukum)

hanya dapat ditempuh melalui pengadilan.

4.2 Saran

I

Untuk mengatasi konflik pertanahan yang terjadi khusus pada Kecamatan
Sirimau dan Kota Ambon secara umum, pemerintah harus lebih
memperhatikan karakter dan prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa
pada masyarakat, hal ini diperlukan atas dasar pertimbangan Maluku adalah
daerah yang masih tergolong rawan konflik horisontal.

Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon harus segera melengkapi segala
bentuk adminstrasi yang berkaitan dengan pendaftaran tanah yakni gambar
peta dasar tanah Kota Ambon haruslah ada sehingga dalam melakukan
pengukuran dan pemetaan tidak lagi terjadi kesalahan/lalai dalam
penerbitan sertifikat.

Agar Badan Pertanahan Nasional setiap daerah dapat memberikan
penyuluhan secara aktif kepada masyarakat dalam hal membangun
pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengurus sertifikat hak atas

tanah,
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Pemerintah haruslah merumuskan suatu atvran yang memisahkan
kewenangan antara lembaga BPN dengan PTUN dalam hal melakukan
penyelesaian sengketa dengan cara pembatalan pemberian hak atas tanah
sehingga dalam prakteknya BPN dengan PTUN, tidak terjadi tumpang
tindih keputusan yang dapat berakibat pada sengketa administrative,
Misalnya mebentuk suatu lembaga peradilan yang kusus menanganni

sengketa dibidang agrarian.




DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2006. Politik Dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai

Permasalahannya. Cipta Jaya, Jakarta

Ali Achmat Chomzah 2003. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid [ Prestasi
Pustaka Jakarta.

....... ., 1988. Pendaftaran Dan Konvensi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA.
Alumni Bandung.

Ali Sofyan. 2004. Konflik Pertanahan, CV. Sinar Harapan, Jakarta

Boedi Harsono, 1999. Hukum Agraria Indonesia (Hukum Tanah Nasional),
Djambatan Jakarta.

, 2004. Hukum Agraria Indonesia (Himpinan Peraturan Pertanahan),
Djambatan. Jakarta.

Edi Prajoto, 2006. Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas

Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan
Nasional. CV. Utomo. Bandung

H. Ali. A.C, 2002. Hukum Tanah dan Seri Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka
Publisher. Jakarta.

. 2007. Sertifikat dan Permasalahannya, dan Seri Hukum Pertanahan
Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.

....... , 2003. Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi
Pemerintah. Prestasi Pustaka, Jakarta.

Hadi S.T. 2007. Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Pertanahan, Harvarindo,
Jakarta.

Herman Hermit, 2004. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah
Negara dan Tanah Pemda. CV. Mandar Maju, Bandung




i

Irawan Soerodjo, 2003. Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia, Arkola
Surabaya.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media
Kencana. Jakarta.

Kartasapoetra, G. 1991. Hukum Tanah dan Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan
Pendayagunaan Tanah, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Kartasaputra. 2005. Masalah Pertanahan di Indonesia, Rineka Cipta. Jakarta.

Maria S.W. S, 2005. Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Inplementasi),
Buku Kompas, Jakarta.

Muhadar. 2006. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan. Laksbang Pressindo,
Yogyakarta.

Parlindungan A.P. 1999. Hilangnya Hak-hak Atas Tanah CV. Mandar Maju,
Bandung.

Soegiarto. 2000. Permasalahan dan Kasus-Kasus Pertanahan, Prenada Media
Kencana. Jakarta.

Urip Santoso. 2005. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Prenada Media,
Jakarta.

Yahya AM. 2004. Masalah Kebijakan Pembinaan Pertanahan Indonesia. Tiara
Wacana, Bandung.

Winardi. 2007. Kebijakan Pendaftaran Tanah oleh Pemerinatah dan
permasalahannya. Prenada Media, Wacana Jakarta




AO 848725

DAFTARISTAN 206

BADAN PERTANAHAN NASTONAL

SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK )

KANTOR PERTANATIAN
KA EPATFEN / KOTA MY A

Vo ey e
s, m....." e ly 2

‘
I eiondioh fiaw v oy 3

....................................................................

.:..u...*m ﬁ o | 0|5 | e D.._— gm_.o__ __ .,._ .
O S ey P S| RPN 1 . I
3 - a“an LR N AA .
5 !




|AC 848723

AR
: PROPINSI
il RABUPAFESN / KOTANABDYA
: KECAMATAN
i DS A/ KESTRATAN
(=
m”
hon
.ﬁ,M
g
e

ok KANTOR PERTANATIAN
KADEPSEREN 7 IKOTANMADAR

T

DAFTARISE

28]y (O 08 KON KA 6 KA
SR

Ha)

_ DAFTAR ISIAN 208
NO. _5: .....
DAFTAR ISIAN 307

NO e = ereansenne: TP 55

2002, -

e

/1Y

AN 206

1 Aw o
. S BB R B
e wﬁ\%:&mﬁ% it 341.: (R




PENDAFTARAN PERALINAN HAK, PEMBERANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
e .
.-ﬁ.tf..-oul.ln rrre e mew e -— ®a- a0 . e e . e owe . . - .. .- w e .. e e e
Tanggal Pendaltaran Nima yang heehak
2hab perabahun No. Daftar Isian 208 din
No. Daltag Isinn 307 Pemeging hak Tain-Linnss
A DR mm_,ﬁmé DR §) it Sl T
e S LR QAR DN, SCSUN LEHGA D BRI RERATE IR, o £ 0 W
ﬁru BELI - a_p.u..Om ...QOm " ZAXT ABDUT, m>m>7 | renala rFant Sor
pooss ....o--:-:--:.. B R T fr. Phmmraa g -...ﬁ.... .............. L T S R R R RN I R FeRsseea R s e
mw»ﬁMozm = iDD.NO0.G 3\301 PETATPESSY .?,H;.»: nhan 315
h..m%..zw.mm Di.N0.288/2005 ambon. 18 rpy 3? ., Amban
[ R PSSt o N N IO X . L ey . oL IO S —
33, SH T4 . a .\ﬁsl.,_i_-_ _eS.
o T — - e ;1 Y
T T R PR T TN S BEdd et nnas CEETET RN T TN L P H e -...‘ ........... LERRET . -
\ 15y .
B \ammmm).... S . TG ..._.o.no Om mqq;m
TIPS ATPS P e e e e e e eaes SO T Pasrenomrmenny soxcssscrRessisEss
: I BB enotlae s d R OIS SE RS R tmnd b s s e s S SR S B e
TS . T N SIS (SRR S i
T E— R 3
| | |
TR SRR e RO (e “
TN OO T biko smmassmnnumssnn simam YRR S——— ,_
_ .......... |
...... R T T TS O S PP Vi Uya ___ TET e ee e N e RN e bR e s easesss
........ e T B N SOUPNN] OOV SOy
....... SO, SR S -
. _ _ -
A ! ——— S (S———————————— T xsamsssunssnsssamssssissssssusavosivia =
beevesuessnes T T TTTIIA RN L T D [ SN piimatta




~ N da

; R e e e T L o ; ) :.:._r:_.f._/./.u:u_
.mu“m-m olg]+|/ 1+ lols /180 NI
mdb»ﬁhcﬁcx

Namor 110 AU

L T Y|

-

SEBIDANG TANAI TERLISTAK DALAM
AL UK U

T R R TP R S I I N

pinsi

EIRE
wapaten / Kotamadya : 8 0 S S SR e,
T OO U0 WL OO0 U0 1. O S

IEEEERRE

c/Kelurahar ¢ e S 8T Y HE R

PEeat et an s abinn

Seeimseisanaataisaanaa Basseinasieasrbbnans

D e e as v e INOMOE Pl Pendaliaran

Nhr & e, 0GR

.............. R I T T S N T T S S

L B R

«laan Tanah Sctidzng 1enah pekarangan kosong. -
e L R sessennas

.
B e B E SRR RN RSN E Rt E R R d AR hec e e e

I S T S

R R R I I wasasanna aee

1a-1anda batas Pasck best T s/d IV gemuanyz berdicl 2iaiis Lieag fdian e menhi
[ 1 [ LT . .

R R R T T R T TR S I P

D

hevenewan dolom Peravuran Menveri Bepsen acrdl

B R R R T

25, BIN Yo, 3

Thun 1 GG /-
. Ion Mz { =l rasus empay meper peraeg! ). -
R R I A I R U ercer e R a D I I I I R =

B B S T A T ]

: AN v bl AMMAD foph , beranma peoupadg Glure
jurkan dan penatapni bakis 5 .. 08B o . A R e eeesesie

ACHMAD UMARAILD

‘.................... B T R T L L LR

TR R R T LT T TR T TR

L L L L L S e B S S S T T L LR L

R L T T R T e R R R F R PP PR e

. .
. . . . . . . LI ] .
. . L) . . e . . g,
PO . . . . sees - . . %
. . . . . 0 . . . .
. "a . Sess sy e



No., 1100/BA MERAH,

B R daa s R ar el a il m e B Ea b arn s ara s o e o N0 s o Ao 0o e et osnsanatssanasssosbbesdorsenethibeddosenssdoesesessssiossennesssssenssaesidtbesastasasis

.

B T T T RN L T o L

B i R R T T T R R TR T T R Ty T L P R P s

- - HTU /2000,
(tar Teian 302 12l . :_éo uon.m No. . i

tar Isian 367 1gi. oo 19.7.10,2.2002, NG, L 0T /2002,

B S L N T I P P R P P T

UNTUK SERTIPIKAT AmbLcn,

RN SRR YRR RLT)

19 2002, -

wean

m.D.o.M..... Tl 30 Clrcber o 2002.- Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaltaran Tanah

.

Kepala Kantor Pertanahan IGantor Pertanahan

LKook .:._n.._.] _r.___:_. en / Kot ey =
am.;la.. G...O, n : Aomohooon

LEEERETS e ssnnnannaindig .o:.........-............. B I T R I S,
O
g ]
© ; e ;
" i (.
S uw%m f
S - ;
= Trmofer . : _

.-.......‘u.q-.\.ll-.l.L (1 \\o.-....-..........PnJ........

P R0ABST 062 577

RN g

Pemisahan
surat ukur - v..:..u. thungan — Momor : 190 Nomor hak o

_uc:m..m”_:: .
DREIGTRGR AL ] | " Nowr ny
LTS Sizat luas
Tanggal Nomor . hak ;
_
........... SO T (R

T_J& divraikan dalam surat ukur Nomo: 1 o 1O NOMOE K

. ew e DRI v . v L8] .
. PR . . DY .
. . . . . .. . .
. . . D IR ) =
. . . . . .
P e . . . O " .




pnpivnessy
} AR
A
“ W‘-wmﬁmrmimvwv.ruﬂﬂ:r

e
A

|,

!
Ayt
+

_uwmun...:".. AP bl

s eyl " %

N L s . ...H._u;. n
spva

4
A 2 o A g
( TR

.
uﬂ

T

Wl einave
ir 1

e srrems v
ar &_. ..,:—....,...__

-y

-

Al ;1

N
A

A

._._MH._..-‘.,,

4 -'-‘

._....___m._:
Yitrvia i v
3.._:3. ity
Wf\o.q.a.-.i.ono
Vel g,

i

PhAFmepElly
i J

,ﬁmﬂhm

P

A

Pk ogige iy v
f ..._L,_._i“r )

tAbFERES B

. A

stk HAnA

A

._ﬁ.,.ﬂ

DN ALY

AR AN
%

=

A
i

5

e

Vi
wgﬁﬁwﬁ

ettty

bt 4 b4 bvving ol b
._.._L. IITHY alei b
RN

(RHAN RS ;a..s

ICey
mmﬁ% SIS

47 A

v
e

N
1
A

5

-
AN
N

ﬂ_.
HD
w

.
ry

v

9

¢

v
LY

LY
i
4

1 . ..w.r f
LGADANGG

O
R s

IVRCHONAL S

MALY

S

iE

0

A YL
hed 40540 oA
s %ﬁéﬁ. yia¥at

SN IR

EIEATIN AT ST




MEALTVALIANES TITANAR

AJIOLIAL A A 1AL
CMNAL AL B )
EAZ IC 1AL DATIAL I 1T * 1A
\FPOAR) SHIAL LALALIPE 13 TAMA
R 1A NADATIF AT AL A
ALHALAD AL TN F
AL LADANE] 1)
ASICHALLADANDPEIVTALALANINA DAY

]

ADANIYTC,
AT 10 ANAYIAM) 18 i Ay

MARANT

SMAFIARLLL S 13ir AR

1AL
pi

IHAI BADANPEITA A AN ASIEAM

MIAL AL IARPE I AMAMAN 4

ANALBADAKPGT TAMAMAMMEAAMIE (1 TAR AL (A
HANANPENTANAHAMNNA
ASIONALDNAD,

A

L

ANAHANHASI ALY

VHANHA A
AN AT AR AN
1At

WAL IAOARIE 10 AMARALL 1AL
B AL BRI L] ANAR AN Y

S

TIVANALIAF)
AV VAAR AL v
FULTAMAR. AP a3 Ay

DA ALDENTALANANL (GG

DIAMPY I AN VAN
DADARDE A S1A
(LLINIU T

hnw@»ﬁ_,a.mu_..u,2>z>zz>
07 DANEID. VMY 1T D'
‘ ).:,_.q.;:_..zzmzawLﬂyO_mu...H.Z.fhm“H
ATANTE

HOCR
N INCDATIAM DT

ALOADAY

ASIONALD DAY
INALNADENERAT,
SHALNADBUPEERTANAHANNASILAM
ASIONAL HADANFERYAMAAA
AL HANANITRTAMA 1LANMASE A
ASICHIALIAD AP ‘.W. 4

SERTANMAMAN
ASIONALBADANDY f

LT AT

Fotutot
(4

A

ASIO? 121 UL A,
INALNATIAMPY (a TASSALAL;

AHALIVADAS PURITAR A IANNA S ~
)| A sHOHALIALIANIR L AL 10128
AMPEPTANAVATINABICANIY 11T

OR'PERTANAIA
oT.
HAL __.._..___Hu‘_,ﬂ_.u“,__.____,,;._..“‘.,_m_._,« FLIRT

B AL VADANDETO AL R
SHALIVAUAR L T LANALIAMIA
ASIONAL CADANTEARTALAY

MIALUADIALIRT . \TALA
MIALVADAMPIMITAT AMAP,
I AAANT 11 by
VEAANPT Y
U ibLRAR AR

AGIHAL BADANPERT, HAHARN
AL HADANPLUTANS (aNMASI

—

HANNASKILIAT [ATTAL %11 abAM AL 1A
AUl LENPT WS

n

AT
ANPIAS] AN 1
AMALIATINNADAY,

AN DARIT TLTATL

L AR IV REEAL AN IIAS

BAT) AN

CRINT LA IR AT g ae
500 AT ATIHBADAMIPE 1 TANZT AR
1 IVALANDEI TANAMARNA 40 A
ALDADARITOUEA AR S FILIGAT AT 01 TA S

FLEALIAAMYATIONAY NADA
IERAVANNA LA A !

FNALIONALLADANS
IAHHASION AL BALIA
ASNIHIAL DADANRY
SAHAMHASION AL I}
MHUANALNASIONAL ADANM

LHAHAMHASIONALBADA
SIONALIAD AR
SHVANANANNASICY

ANALIANT A WANPE I TAMALIAL AR
ABKIALTVADAT TV AM AR TAL I (AL

TUHTRLIA AR AL,

HICALIT N TANAL (A MEA
PiatF HEAMA VAN D AR Y VAL AR AL
NADANPLATANALAMI 1A
ASIOHA L ALA
LSPIAL AR AR 111
(BT ASICHIALIVA DAL “ARANANFITVAD
EESTR] HALLATIAN NG Y A

MAHANI AT A

PlAPY AL ARIEIAN I Ay

ITANAHAMNASIONALR
HAMNAS I A A2

AMNASKOP AL fJA[VAL,
IVTATIAVARINASIONAL DADA
PAHNASIOHALLAD AR

+¥o)

BEOPAEN

AN LAMNASIONALDADALIFS
COREE T ANAIAMMASIONALTIA DAY
C ALY AMMASIONAL BADAND |
o HANNASIONALUAD &

INASIONALGAL AN
AT AHINASIONALAAD -8

FaYa

1. 1rANA

7’ HIARIALA

AR

Mgt T AL 1

_ﬁu._a_.:;z}:;

oy mﬁ>»..>_ NI
A

ANPHETANA AN
y IAHARMALY
ANAMASN
¥ 5

JANMARLEIFL
_.m._ﬁa._b:rzx_..

JAMA

Wars e wp

E

A

i

AHMATIAMNASIGHALIAD AR
HTAMAHANNASIO!

AHANNASIOHALRAD AN | )
{TANAVIANNASIONALBADA
L AHAHANNASIOHALDADAL |8
s MMNASIONALUDADA

FiARIALINASIONALRADANPT
¢ IALALIANMASIONALBADA
HANNASICNALBADANPE
STANAHANMASIONALRALIYA| &
IAHIAMNASIONALNALALIPY
(HEAMIAHAMNASIONALBADA

A ENMASIOMAL YADAMN
"I TAHAHANNASIONALDADS
AVIAMMASIONALNADAMPY
THHNNASIONAL BANA

ABILANEL R | ALA)
AT SNAHANNPALANIPE |
A AL AL AN

PLAALIAMIAL It
TRADIANPEECLAMAY 1 S INA G W AL 122

AN
WAL R appar

ERTANATA b

K

Arly

I
(L3

ANALANTIBATY

DALGTARISIA

NI ITEAR A A
SGTVAME b TAM A 1B BJ4A S
FETARIANIA [P 1€ 1] 1A e
ALk

STANAHAMNASIONALRALIA
HASIONALHANAMPY
TARINASIONALIAD A

RISTAN 208 :

.3. [PALIAMIME IVIARIA] Y

ATRADAI R TANAANI A

SAYIYHIAMNASIONAL A
M HIAMANANNASION
ANTANNASIQNAL T ANANKY
AHIAHANINASIONAI DADA
HARMASIOHAL RADANP

ST TANAN ANNASICTIAL DATIAL
< P HIAMANNASIONAL

TALALBCNTANAHAMNANI
THTAMAHAMNASIO!N

1A HANIJAGIONAL |
ITANAMAMHALIO! AL
P LAMAMANMPIAL G MAL AT

FMIANALIANEIA I AMIZ ITTAR

o T

QAGANDE TUTANA IANNAY
AR TANA A NAS

FULAMAMANNASIOHALL

1 T ITANALANNA!
LIATAMAHANNALIOALIVATIA 1B 1 TAMATL8# 8] oy ) SjoNA S

ANAHANNASIONALDADANST A

ST GY

ML RA LITA TP

AN HTANANALN
SR HAVANEINAL TP MV EARIAVIAINALA
ALY ) GSNAVIALINE
AL NALANE EE LA, A

AHE I ANAANE AN OMAL L
IEYAALIVADATIE TAMALIAR I IA®
HATINASHMAL ALANGY by k

ALAHIPURTANA. |

A TR TN P




PO AN R s S A A RN AN
TANAVIAMNASIONALSAQANICE A TAMAMAL
* VAT IAMANNASIONALRADANT ERTANA

. PAPIAHANIRAS %wh_-smzawgmﬁﬂﬂ.ﬁ
ALUAD
O>~ > _>2 LAININY L EMLHADALPITATAMARAP

1ALAY ANMASIONALEBADANP CATANA
[AVIANNASIONALOADAHPERTANAHA

bl b M

225_ r_....q—.ﬂb ?2.::].. :c\hs._.bar

“"ﬁmuwd Rmmadug:» .u_......

FINA SIENAL ADANT A TASAL A
LI AL ALOARILRIAL ARANIN A

N ANPLITTALIANANT A,

_,En,nnz

LEFNARVTRY N CITATRY

_,_.w&a% it

\é—._.>?.‘..
:_ Lariby

i _J. AMA R !
FITANALS

¢ w_n.”_&w_ E_:&n_::ﬁ

.._—.’(* ..
LA AL 5_..!:-._\. (I 2

* 11 L ANAHANMASIONAUSADANPT,
" ..t:bzzpm.of:m-a»z_.mn?

Tandi GHEEKANARYAE
e Rl

MNIAND
VALEARIMASI IRAL BADAMPT AT
CALIAMANRIASIONALGADANRPER

Ay, .L...'_._?-_.-.r;_ A
HEDANPIITANAAAL,
_55...—.___.,:,_.\..5: T

e lan e

ALBADAUPEATAN AHANNARIA:
:z»: NAI c._.n 21«3»:!

it Lk

VAL ADARDLRETAN, crasp A I

NMASIONALDADANIEA TAMAA
SIONALIADANPERTALAANNA
N VMDA LA I T AN A
ASICHALADAMPE TAT
NNASIONA DADANI T

VAHF LA L G ARANE
AGANDE AL
DAY .DJ

.:,: ;_..__..1;2:.32_._ 4
5 AL )L AWV

CALLAT T FARE VAT & T A

ARV o VUL DAL IV VT AN .:-?iS
AL ALALFEHTAMARHANI 12,
INA ALMAD AN ____;__S._._..._._:;
HOHAL I AD ARV ERYANAHANNAS A2,
AN LR b P I M e A D
(AL LA IFENTANAN ANNAZICAL
AHANI PR RAL AN TAMAMAME KA
SIONAL NADANPERTANAHANN ILAT
SALANSRIALLEA SN A AT AN AR Y
OMALIADANYLTTALIAHANMA S
NASIDNALBADANPER TANA) AL
LA U FITAN, ~
M._‘f__.m.._:r. ﬁ.- _-_.u. .m:_?.ﬂ-v_..
FHAL VAL AP ETITANARIL B r::.. AP
NIICHALILADANPET. TAMAR AR 1A

..,o

POMNALIVIODARLIC Lz.ﬂ_z.ﬁ)’c)a
S i 1:2 I ARIAL MY
._...;_.";._Z_r—._ AN At AL

MAGIONAL RADANPLAGATIALIAL I A
Vol LA RVAN IV W W Ve AN s W s
NASICHALDAL AN
CORANNBLVANE, 1AM VIANNA

I IALDADANPENTANAANNA
IAL DHALBADANET .:.::.S:z_;
:_,_ ._>::._3. VAR AFIAR, w >f
bt e
z..:_;._>:_.r:_>z>z>1:>".=.:
>m_9:-_.=»=:.._.__.3a:>_..Ez?

AT

WIALHADANPT: I TALZ MANNABICAS
ASIOHALDADAYIPEITANALIAL DA
JEAL ADARIAVTANAN AUV VAN
:u_.....;c.»w@:.a=a>z>:>z_.=;
UMALNADAHPLHTANAHANASI A
J. OM \LVADANEE FITAHAHAMHRA

IS e r:.t._!..z.(.x.a.
ASIONALBLOANPT b TANAHAN DA
HAL NADANPEATAN JTANHASI AR
AGICHAL DADANDPEATAMANAMNGD A

A L PP T ATITS AN R A TC R S
SICREALRATVAMFKI TANAKM :z:.:

NAL ::?..zl.:?zz_szz .._;_._

Mﬁswﬁ PR

sICMAL .Z?z‘.r:.;z.. AN HIA
HAHNASI AN

)..:»c E«z
M MWNITENAA
.__ >:):3T... >=’I>zz>z=>,

SATIONALDADANPL ATANAMANMNNA

BN ALNADANPENTAL AHANNALIE A
AVASVINAL DARATILVTAN A CLLINIV
.a..»z.». HANANFEMRVANASIAMHANKAM
MUASIONALADAHPLEHTANAHANEIDA
AOMAT DADANTRRTANAMAMMHA SHEAD
Gt BIAL Y o T LT R P AL T
NALHOVALIADANT L T ANAHANNNA
LT RUTE R ] MAHAHRARIT A
CHIAL AL AT
TALEEAPAIMIATAYY I /L CAL R &)
NAZIZAL NADANREATALAHA NDA
FIAL VIALYARICE I LAT JAVEANIIA S A0

AL :3-2.:.,..“ __..}a'rft.g.fcxs..

1AMABARE =_>

?s..?a:»z_.._.5...2:5_..2?_. {
[A*i B Al
I 2:; W_CZ_:_ :.:;tto AOANA AN NI

ura_,.w»..w..w;w» wﬂ.__ rhﬁ?.&bfﬂ»w ;

A

):>_c_::c> ;

HEATIALIA it

NIANAIANE
Pamiefe |

WIANAY .:

AR INA

_.—.:_ SHUTARIALIAMPIAY
P ETALAVANNAS

(TANAHANIVAY,
5:..:::..!3:;
LICTANALIALINAYY
AT N,
CILEALATLA HT AL
PR Y AHIATEAN
___.ﬂ\.:s._..& I,
A

‘o FubAT At

N[ __ —,:’_;
TTARA) AR P AW
ANET TFTAMA] AINMA
...:rf-...._.. Peve
EMTAMAHAMNAS
JAN,

AMALIAMINA I ..2:

ALANDETANARAL g1
AT TAMAN AL INASI WAL
1

VilAUN A VA

GALL)

Al

JAMPENMTANAFANNAS
$C MTAMAL A NNASIOHNA]
IAMPLIYANAL .

It agge L fA1
VAN IV TAHAHALN
.n=4>v.>__>sz>a4.2b_

D RN M.

SANDNE :._.._._3.;. MA
..xrqs‘“:.;zzi:u:r_
A Q_S FANNAMNVAL D
“LITANAMAMNASH AL
W PANANANNASIC
TAMAANINASIONA|
MW VEUTAN A€ AHINAIVY

SANDCTITAHAHANMAS|O
ERTAMANANNARKNAL
Fribanssjendagenyv)re)
AN AL ANIANY
I TARALIARMAY S M Al
LEALARALILA,
(AR A o A T
ic_ [ REAHAALMASI
EATAMAMAMS AN 1AL

O e IVROR

ARSI A"

AU ALGAMIT R ANAMAN' YA,
LN VRTSARIEE SITALAVIAL,

0 UL IALDADANC TANAHALAIDALA

Yl :>_.._Q_,:.. NG
FITETIEY
ITANA _.:_? \

vt

_>:_,n:_>._...>_:_._=_>:&..._ 1,008

SORIAL LIALIAY

NASIOHA

PRIV AMAHANMASK W [ALILS () AT

s A

N
.

L I T T
IA*IHASIC,

at

AN

IAMPER TANAY IALINASICNAL DALYAL)
" S_a...,..__.:..b i EING! .r_ WOANELL

(]
Natia

Jot
AL
TALALI AL

JPLALTALALL

AR
IVADIAL
LLalai T4
WAL

L i

AMIE T

ATHIN]
Al
I

q.b-w

IONALIAD AN

IVALYAR I 1
EAL LAWY,
(Hhpas Py
WAL NALVAR
FUALIAN 11
BAAVL WAL /S
(N
HMALNYADAL
WATVARIE) &
[l L
MAALS
AN
BLIVADIAL

SN

ANV A l&v\.... .v.'..(-_..

IASICU AL ALY ;_v- s,
WM ANV N ENUAS VILIAL ALY IV

AL AL
ACVAMITI] 4q !
A Pavierve

WAL OATARS o1

s I WA
TR&N .u:—r ../f.:..

ARIONA\ ALY L 3y
LR RTEYRILY)

LAHAY,
a._hnr_.x :@%}

NA
,q 114 hran
:__._._p..ﬁ.z:» W rjag

reaonl {axs

..V...- P

SICHALDADA NS Y
AL AN T LAY

VIAIM _;Zz .>:;.z_ Ll
AN VAR

HAMMALIONALADANDY |
TAHAUANNASICHALHADANCEN LA
AN AR NHUAGIOMAL BADANCE AN A i
[ U REAVANPASIONALIVALYANIE T ot 1os o
TAMAMANNASIORIAL [BALYA BN FETA RS AT
" :9.;.53;..3 IALDAUALILIVIALLS
AN AN NWA SV RAL W OWAOV I AV N 1R N
LRTANRHANTASIONAL IIALIAMNIYLE IV ALdALS -
TANKHA! MASIONALTATIARIRE D AR Y 2 0ar
HAM ;...:._J TA[IAH

Ll LTIV TE L R
.:I:Z;:z.»..:.z.: HADARI 1y

FNALIFR TN AL TR R Y
ELTARLAMANIATIONAL VADA I
TAMAFAM? ._-J_Dw;..TMC::_.: AN
FLIAN,
2?5_ ﬂ )..au.u v.».n.__‘.mﬁ v 4
.___.;.S..S..zr.._..xr_ JADATIPE O A A,
ANAHANEABIONALNAL >W CINTANALIA?
WO AAHERVASUIEIAL WiRlNG 0
MAHANFIARIONAL HAL ANE I IANAL A
MTANAPANNASIONAL TADANPEN AzIA
PANAHARPIATUORIAL [YAL AR TA? g2
BTN A APNMICG AL PAII AV A VA d b
TAHANNARIONAT BAL ANP BITARIAN (AN Ay e
NTANAHANINAGIOMNAL ._h__;:.._ NTA" A
TAMAMANNARIONAL DAL AMIE IV ANAL

==

LAMARAMPARIOMALNAL VP
..:_.:S:_.:._:ﬁ._c 1AL
SRV ALIPNANINAL I Y
i IOHAL HADAL

MNP A

SAUPHITARAHANNASIONAL BADRAMPL I
__2_..;.,1:.:2?_.. SIONAL DADA

FTITAHAHANY
A

TANAHANEAKIEFAY (1A
TATAHANTIALIONAL 1AL AR

UTANOHONIASYItL

TAMARMANHABIONALIIAT ANIPE I TAY;

PENN

MHAGIONAL (1ADAM}
TITAR AN AP IRIAS | RTAY VALY

E._..E p%&f&k .__.

).;Z_..-.-:DZ
MLLALANPLI
L §. M.tq-h.i-(}
AHAMASIONNL DADANPE
TANKASI AL NADANEEHNT,
A AMNMAS Q._s_m_.- YAMIETYT
w4
. Z....-Zwsﬂ.ra_;. __‘)_...)Zﬂ:-ﬁ.
HALEEIAGIONAT AR AL
:.. A IAMEIA LN _. W
RATARERAEN m:

-‘0
I >_...zz:..__f.:,_:.:..m:..nn.._

L

*CAMAL ::......E._z,o#;::__ FATAM:
Lin 1A IAHANMASIOHALBADANPRR
TANNASIONAL NADANPERTA

FOLEPNN AT ARV RS PO
AMMALKINAL PADALFENTAN
..,._.:=__>u_..§E_>u>:_..nE

i WHALNAANE[ATA
ARSI A A
SROHALINADAMI _..z._,bzs
A ..\._::__::..5:._q.>a>z_._ NYAY,

e S AN

....ﬁl‘t_:t..?a.:ra_.ezu.ESb
& AR AVURRIEANYOIAG | TANML R AN
o TALALANNAGIONAL BAUANPE M
HEAEINATKONAL HADANFER TN
ss&nt_‘——!\\..ﬂ-vsan‘\‘-?__.lﬁﬁ
HATLANNASKM AL BADANCERT,
o _.:._::_z a __-..a;-w:.:ﬂ.ﬂ
HIAHNAY __._—q.;z ....r;z
b ...:;:J.,..iiaiz -ﬁ
. HANANNASIONAL DADANGE ?
vt _:2_._»::."4_%., .z...a::rz
ool UALA TANNASION > PER’
PIONAAI A :w# A_
ALIALANUADICN AL a)n::u-.a. :z
1TANAYVANNASIONAL :-5»:
.,___._w:szv .5.5.,5552
' 23: NICYIAL AL >2._. M
ANN 3 Al ADANPANY; AN
ALIAHAMNASIONALIL AL ANDE )
e NV NVAY VAL AD 2V NATAN
1ahy »..»zz:.u_ .:pr:::.i-.zﬂ._

.::>:>:>z:a ALTVAD, .a. b
SUNARR PN A ATOAN P
AHAIIALIN u_ozzb,o»zsm

Ny
1°F MTAMBL A zsm_ozp.,h)c»zvm

.ﬁ SHNBRAATS aé

.:...)....._q._\..nnu..”—..).;uﬂ.?gﬂﬁc
i 2.:: hz_,_..«w_\ahwu» Wn__w»ﬂﬂu
e A OSB! oo SRR

' .::xﬁ..pz»x.zzre WA >c¥._.¢ .
,._..?.2.:..:»:.._562 :._ »z__.nz... )
SNV TAMAR LNVADANPE RTANAY
1014 _...;.7 _E:s_s AHPLRTIARAS (AN

....:_._:...zb:’zz)w_%.

. ﬁﬁm;mﬁg

.,. AN .ZZ..,“Q‘AS!
PE zq_..xhr»zz.ﬁ_azpw

ATANAIANNASIOMN, ALOA

FATM P HANNASY Cg

AMAHANNASONALBADANS LR TAN

£ NTANAHANMASION, ;rrzﬂmaé

ANAHANNASIOUALAADANPERTA

‘CRATAHAHANNASIOY »ﬁ.:caztma%
N

1 HTANAHANNASIONALAADANPRRTANA
LR LA q-..—h’_‘_-\-.'.irl_.“q,- ne )a‘].i.-‘.




oA . | - DAFTAR ISIAN 207 -
s\..oﬁ_\. cbx_oﬁw.-\oQD NIB .

mcwzczox

NOMOr ¢ oo 0.2 20030,

.

m_m_w:u.>20 TANAIT TERLETAK DALAM '

opinsi : S — LT T N
bupateny Kotamadya ¢ ALK B O N
U — S— m.. H: .H...:. s sssam s ; -

T T R T P T T sessssanasenas sesssdesnsassnnasannan
i .

GeRErseRRANRRARRR R IR RaR e sesnne

\ Jaz:__norir% . BUALT.U CiNTR A | 3

SRS, O e NOMOE Petat Pendaltarin © i i o
jac.:. :

: T _.Ao:._r

D T TR TR

srsrnnn Bassessassrastennanan e sesene annnan saase

radaan Tanah : , Sebidang Tanah = Pekarangen Komong . iy

SEsmsssssERsa e R R

PEsssssssesEsRERERER s

T P R SRV Ceevserersaiariesareas T T veessase N A
: ] 3 )

b 400000000 NEEEa0 e aneanenne e ersternerettasanattinateassannnetssnenrennns RN AR e e e Y T T P LTI e veiass e ..n..:...:. el

2.._-,8% batas : .72tk Besi I s8/d IV , Semuanya berdiri diatas batas ash; -

llllllllllllllll tEsssssnntansenduares
\. Hial
1. »

- ............:...............ansgzg....w.ﬁnsEma ..aﬁpa....mnnﬁcg.::z_ niee. ::._:.5\ _? B

CLETTL L P —-o.io-\t

L P R TP PR TR T L L]

sasr sassssssssesssnssadnnnndenes

.
la? '

. D

A T S N

L R e T L L)
"

- N
Presessnssssssisccctssstsrtanretstaicncs T T TR T R P R AR LI L] tEErirmscssaRsRRERRERR RS

g __ 5 m zm. A. Empat __au.:._u. Lima Pulih annvw: 132.

sesnsnsaseses R T T sessesressiraninrntaes
.

\
R Seessssrrsnennn ase

srssssennannn BEsetE semsseRssessRnatans ararsrsasanas s

TesrssssEEsssEE R RNt Ranng R P T T

D AR
i = ¢ Y
' . . %

sunjukan dan penetapan batas : o QLT : Chr . WATTIMENA | SRR

oY
....... R T T T L RN T

. ‘ B .
] 5

B T sEEssses srssensaranans srsssssnssanss benssennnn teEsssEEssessssanrnnnnnn
. [ -

3 Voo
_.., . : -

. ' .
R
RN




Hal lain - lain : cgms &;3:_:5 ,.:.z. Ulur ini makn G ._.%d_.n..m.»..,.,.c.ﬁ.....
in gon  diterbitkan Surat Ukur in

AmQ\z T/1976 , Tgl. Am Nopember 1976 , Tidak Berlaku Lagi .

BAsssEERAs I EE RN A R n s b aa e I seane faas tERssssrEEEae s RRr R ans R TR )

EE R T T T T ..:.-..:

'

..............................mﬁﬁ....cxan...?r_..ntmE.r...snnn....a?...u.ﬁ.»s."..b....Ex:.....ﬁbﬂs................._..

Hak  Millk No. 234 / Pandan Kagiuri .

B e L L T T T T TR L L T T T T e i r et S Rassveesainnuan R e R Y T LR R RIS

Daftar _M_E_vmmw_m_. ...........:...H.m.swn.u...u...:,...mmmw.. e eerreee NOL v I /2603 » Gess

........ R TR PR TR T I T

Daftar Isian 307 tgl el ug Januari 2003 No.....1. 99 / 2003

EEEE TS L T TR TP, EEETTETNE B8 ¥ PI e T T T T T L

. . | P

FRARAANPNNNS wrsaassssanarnans R Y R I I
. '

| _UNTUK SERTIPIKAT | AmBo.n . Tyl 31, Jamart’ 8%
/ soadeelts .v 2.0, ._.m_ 30,.. Jamuary 2003 " xov.:.. Scksi. P:F:f:._: dan vgau:n_.n: Tanah |
.- , ﬁ . i . 'y T

Knun_n Kantor Pertanahan . o Kantor vo:uam_._us..,

N@#c?:@:\xosi% o . . _ Ku_ucturb.\xoﬂ._%......_..

>sdo:,_..._ , / Ambon

L L

T TP T T TN .......o...-.:.-..:.-

. d. _ '
t 010 070 310 .-
_ ¥ o
Jogemreees - Pemisahan - 70y ) M
T:B wE,M: ukur * Penggabungan  Nomor . /... .0 /200., Nomor hak Eontal it
rh Pengganti g o . S e
. 7 = ' ‘. ...
- . K . . . T . 3 .... " .. /.
: m__u_xo_cm__._aus surat ukur i Nomor K _m. _ =y [P
Tanggal - Nomor s ., hak _S:,;5 ]t
' : . ' \
oo ! 3
N .. f 1" ._...
\ J ,..: p
| o . .
' o

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor @ ............... RS -1200..... Nomor Iy __f._.....

A 1
t i f




_z.:_:.mi__éa__:a.....::..:. oloh

fad .

iy da e

a.__ 9___._« _..m.:..r..rza.._ yang _.::.‘Bnaua:-_ 0

e

n.a_ -__“....._:

...:}...: IR

m "__35 m._:i eInk HitethitkeN ¥or

3 ¢ f_ ..._of..—
u..B..a-:.a.s.oz
Aati iy tig o f

8 Pongnd

L

U R nl.__v.....-l.

A o I

pikat.tan :o..;_p...w.

_.n.ﬂ_,m. en ao:m_ por

Jeleys

.a__-: : ‘data n.:n»:..:.:.?::: &

0y

___-u.. x-m_wm von.:;r:: untisk d

e

._._.m_una.. u<2 ﬁ:

A diam A

_J&u,g_eﬂpe\...

3

<v-.“mw,.1v-‘w rkarf Jutd iba an'3e

O

e v} ¥

r._...._::..

i
C:Er snclaftafdn ierallhan hak r._: !

Hehea o...»:

Jsg e ..- s

.36, 'walb, m ,

[RCETE I

.....,..m m:.&.wxu._".._.....:.:”_.ﬂ -,.?c hak milik n.u-. 3

e X o

fu .x-:.@__...v-la:__:a

Sornyime AT ..4 1.

..c-a_._ moga

.:<=;
rm_.:..:::::z _.a_:xo-.....

:a_.. -3:__:53._:__.: 2::..._. 3 tars

anh _..ns__u-_!_: :.o:na:o_ E._asq 3:._: hak yang
:vrna.\}r;.nza I

o _..-f:ﬁ dan surat :_:m__.vcx._”

i Bt Batar i
FIE T SRR 0 UTENLE
3:::._3:_.....«”...%___.. %_L.J

wrouo::u

it hhiia

,.::5 __a_.u_._.,:._.x:::.. at
vagpe iy
ALY .,r_:.‘u

YagaY

n yang 32.-__5_.:_:
' i _‘u 1

1+ dokumen yang’ ,.v

Pk o

-:au: nE&;m n_a_._
Tresiare

ketentunn unc_.nu_:._u:u &._i-r

L

e :_.4.

s
n u-..__u_.:: hak yang vu_.u_.:nxS-?...

R T
S ~.

matlan oz.an 3.35:3:3- ‘dicatat’s
303 o




PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JIn. Raya Pattimura No.l1 Tip. 352751 Fax. 351155
AMBON

e ———————

SURAT IZIN
Nomor : 070/ 28 6/ BKBPM

TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

ar : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ° 070/2793-111/BKB-
SS Tanggal 3 Desember 2007 perihal Rekomendasi Penslitian an. Abdussamad Ningkeula.

nbangan : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan Izin kepada :

Nama - Abdussamad Ningkeula.
Pekerjaan  : Mah. Hukum Univ. 45 Makassar

Untuk mengadakan kegiatan Penslitian.

Judul . Aspek Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Pasca
Kerusuhan Di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku,

Lokasi : Kota Ambon,

Waktu .1 (satu) bulan.

ungan dengar maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal
i berikut :

laporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.

ntaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.

rat Izin ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian,

ak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.

mperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berangsung.

mperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat. ‘

at lzin ini berlaku sampai dengan 10 Januari 2008, serta dicabut apabila terdapat
yimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

n Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

—




BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Jalan Jenderal Sudirman - Tantui & (0911) 342761

‘ SURAT KETERANGAN
| NOMOR : 070 - 1270 .

Yang bertanda tangan dibawah ini A.N. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon,

menerangkan bahwa :

NAMA : Abdussamad Ningkeula

NPM g 4502060013

Program Studi ] IImu Hukum

Judul Skripsi ! Aspek Penyelesaian Sengketa Sertipkat Ganda Atas Tanah

Pasca Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon

- ._.__-.../
—— ——

Provinsi Maluku.

Lokasi : Kantor Pertanahan Kota Ambon.

Telah melakukan kegiatan penelitian untuk Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) di Kantor
Pertanahan Kota Ambon.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 17 Desember 2007

A.N. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
. KOTA AMBON
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

_ "HLON BELAHA
, " NIP. 010 155 948




PENGADILAN NEGERI AMBON

Jin. Sultan Hairun No. 1,

Telp : (0911) - 352462, Fax : 353061,
AM BON - 97126.

&
Y

SURAT - KETERANGAN
W27-UV22Q/HT.01.1/X11/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAHER MALIK,SH

NIP : 040032919

Jabatan : PANITERA /SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI AMBON
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDUSSAMAD NINGKEULA

N.ILM 14502060013

Jurusan : Hukum Perdata

Program Studi : 81

Asal Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
Judul Skripsi “Aspek Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Pasca

Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku”.

Benar telah melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Ambon dari tanggal 13 Desember
2007 sampai 14 Desember 2007.

Demikianlah Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 14 Desember 2007
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PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

JI. WOLTER MONGINSIDI NO. 168

TELP. (0911), 61044 - 61045
—_— e - e

SURAT KETERANGAN
No : W4 - TUN3/369 / HTUN. 02. 07/ XII/ 2007

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henny. S. Putuhena, SH
NIP : 040053466
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdussamad Ningkeula
NIM 14502 060 013
Jurusan : Hukum/Hukum Perdata

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar, adalah benar-benar telah
melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon selama 1 (satu)
minggu mulai dari tanggal 12 sampai dengan 18 Desember 2007 sehubungan dengan
judul penulisan yang berjudul :

“Aspek Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusuhan di

Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku”

Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dipergunakan

seperlunya.

Ambon, 18 Desember 2007

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
\.“Iha..lri.!.

Z05 ﬁcﬁﬁr KETUA
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"HENNY. S. PUTUHENA. SH
NIP. 040053466
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PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 168
TELP. (0911), 61044 - 61045

SURAT KETERANGAN
No : W4 —TUN3/369 / HTUN. 02. 07/ XI1/ 2007

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henny. S. Putuhena, SH
NIP : 040053466
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdussamad Ningkeula
NIM 14502 060013
Jurusan : Hukum/Hukum Perdata

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas 45" Makassar, adalah benar-benar telah
melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon selama 1 (satu)
minggu mulai dari tanggal 12 sampai dengan 18 Desember 2007 sehubungan dengan
judul penulisan yang berjudul :

“Aspek Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusuhan di

Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku”

Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarmmya untuk dipergunakan

seperlunya.

Ambon, 18 Desember 2007

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

. .

7n7” WAKIL KETUA

‘HENNY. S, PUTUHENA, SH
TSI NIP-040053466




